
i 
 

 

KEPEMILIKAN MAHAR CINCIN EMAS DALAM TRADISI 

PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM 

 (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu) 

 
 

 

 

SKRIPSI 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  

Gelar Sarjana Hukum (S.H) 

 

 

 

OLEH : 

 

NURHASANAH 

                                                   NIM 1416111799 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) 

FAKULTAS SYARI’AH   

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  

BENGKULU, 2018 M / 1439 H 
 

 



 



iii 
 

 

 



MOTTO 

 

                               

                                

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, 

dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat.”(QS.An-Nisa:58) 

 

 “Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, tapi jangan 

lupa pasir di pantai.” 

 

 “Berbuatlah apa yang dimengerti dan jangan berbuat 

karena kebodohan.” 
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ABSTRAK 

 

 

“Kepemilikan Mahar Cincin Emas Dalam Tradisi Perkawinan Ditinjau 

Dari Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Ratu Agung Kota 

Bengkulu)”, Oleh Nurhasanah, NIM 1416111799. 

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana  

kepemilikan  mahar  cincin emas dalam  tradisi  perkawinan  masyarakat  

Kecamatan Ratu  Agung, (2) Bagaimana  kepemilikan  mahar cincin emas dalam  

tradisi  perkawinan  masyarakat  Kecamatan Ratu  Agung menurut  Hukum  

Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  kepemilikan  mahar  cincin 

emas  dalam  tradisi  perkawinan  masyarakat  Kecamatan Ratu  Agung dan untuk  

menganalisa  atau  menjelaskan kepemilikan  mahar cincin emas dalam  tradisi  

perkawinan  masyarakat  Kecamatan Ratu  Agung menurut  Hukum  Islam. Jenis 

Penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan normatif kualitatif. Untuk mengungkap persoalan secara mendalam 

dan menyeluruh, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

observasi, dokumentasi dan  wawancara. Data yang digunakan adalah data primer 

dan sekunder. Kemudian data  tersebut  diuraikan, dianalisis  dan dibahas untuk 

menjawab  permasalahan tersebut. Dari  hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) 

Kepemilikan mahar cincin emas yang diberikan kepada istri menjadi milik istri 

dan yang diberikan kepada suami menjadi milik suami, (2) Pada dasarnya mahar 

itu adalah milik penuh istri, apabila istri  tidak rela dengan mahar yang ada pada 

suami  maka hukumnya adalah haram. Suami haram memakai cincin emas serta 

tukar cincin dengan alasan  hanya untuk ikut gaya hidup  kekinian tidak boleh 

dalam Islam. 

 

Kata Kunci : Kepemilikan Mahar Cincin Emas, Hukum Islam 
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ABSTRACT 

 

 

“Possessing Mahar Golden Ring in Marriage Tradition Viewed From 

Islamic Law (Studies In The Community of Ratu Agung Sub-district of 

Bengkulu City)”, By Nurhasanah, NIM 1416111799. 

There are two problems studied in this thesis, namely: (1) How to hold gold 

dowry in marriage tradition of Ratu Agung Sub-district, (2) How to hold gold ring 

dowry in marriage tradition of Ratu Agung Sub-district according to Islamic Law. 

The purpose of this research is to know the ownership of gold ring dowry in 

marriage tradition of Ratu Agung Subdistrict and to analyze or explain the 

ownership of golden dowry ring in marriage tradition of Ratu Agung District 

according to Islamic Law. Type of research in this thesis is field research (field 

research) with normative approach qualitative. To reveal the problem in depth and 

thorough, the researcher uses data collection techniques in the form of 

observation, documentation and interview. The data used are primary and 

secondary data. Then the data is described, analyzed and discussed to answer the 

problem. From the results of this study found that (1) the ownership of the golden 

dowry rings given to the wife belonged to the wife and given to the husband 

belonged to the husband, (2) Basically the dowry is the wife's full property, if the 

wife is not willing with the dowry that is on husband then the law is haram. 

Unlawful husbands wear gold rings and exchange rings for the sole reason to 

follow the present lifestyle should not be in Islam. 

 

Keywords: Possessing Mahar Golden Ring, Islamic Law 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setelah  ditelaah  buku-buku fikih,  mahar itu berupa pemberian dari 

calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, 

uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Calon 

mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang 

jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati kedua belah pihak. Apabila sudah 

disepakati bentuk,  jumlah dan jenisnya, maka dengan sendirinya mahar 

tersebut mengikat kedua belah pihak. 

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan ia   

menjadi hak pribadi sepenuhnya calon mempelai wanita. Sesuai dengan firman 

Allah dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 4 yang berbunyi : 

                             

      

Artinya : “Berikanlah maskawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai 

pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka  menyerahkan kepada kamu 

sebagian dari maskawin itu dengan  senang  hati, maka makanlah,  

ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya,” 

(QS. Anisa’ : 4) 

 



  …       … 

“…Dan berilah maskawin mereka menurut yang patut…”(QS.An-Nisa‟:25) 

Melihat dari pengertian ayat ini menandakan bahwa mempelai 

wanita boleh memberikan sebagian maharnya untuk mempelai pria dan 

mempelai pria boleh menikmatinya bila mempelai wanita menyerahkannya 

dengan senang hati tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mempelai pria.  

Perkawinan atau pernikahan dalam agama Islam sudah ada aturan 

yang jelas, ada syarat dan rukunnya. Di kota Bengkulu sebelum pelaksanaan 

proses ijab qabul banyak dipengaruhi oleh aturan-aturan adat istiadat setempat. 

Salah satunya adalah adat tukar cincin. Ada tiga kebiasaan tukar cincin dalam 

proses  pernikahan di Kota Bengkulu khususnya di wilayah Kecamatan Ratu 

Agung yaitu : 

1) Tukar cincin sebelum ijab kabul (cincin tunangan) yaitu  tukar cincin atau 

pemasangan ikatan janji antara seorang pria dengan seorang wanita. Yang 

berarti seorang bujang dengan seorang gadis sudah terikat dengan perjanjian 

untuk melangsungkan ijab kabul. Sedangkan antar waktu tukar cincin 

dengan proses ijab qabul bermacam-macam tergantung dengan kesepakatan 

kedua belah pihak. Barulah setelah itu dapat dilakukan proses ijab kabul. 

2) Tukar cincin pada saat hari proses ijab kabul, hal ini ada yang dilakukan 

sebelum ijab kabul atau setelah ijab kabul dilaksanakan.  
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3) Tukar cincin pada waktu resepsi pernikahan artinya sudah terlaksananya ijab 

kabul.  

Dari ketiga proses tukar cincin di atas, yang menjadi masalah pada 

penelitian  ini adalah  proses tukar cincin nomor dua, yaitu  tukar cincin yang 

dilakukan  pada saat hari proses ijab kabul.  Yang menjadi pertanyaan penulis 

apa tujuan pemasangan cincin tersebut. Pada proses ini mahar cincin emas 

dibagi dua, setengah untuk istri dan setengah untuk suami. Jika   mahar 

tersebut dibagi dua, artinya kepemilikan maharnya berkurang dari jumlah yang 

ditentukan sebelumnya, itu artinya pengantin pria terhutang kepada pengantin 

perempuan. Apakah itu dilunasi setelah ijab kabul, sedangkan dalam lafaz ijab 

kabul disebutkan pembayaran mahar adalah tunai. Hal ini menggambarkan 

bahwa pengantin dan pihak keluarga hanya melakukan adat kebiasaan saja dan 

tidak memahami tentang pengertian mahar itu sendiri. Padahal di dalam ajaran 

agama mahar  itu mutlak milik  perempuan, sebagai tanda keikhlasan seorang 

wanita dimiliki secara utuh.  

Memang dalam ajaran agama Islam  mahar boleh tunai dan boleh 

hutang. Akan tetapi ini penuh dengan kejanggalan pada lafaz ijab kabul yang 

disebutkan tunai, sementara jumlah mahar yang diterima istri tidak seperti yang 

diucapkan saat ijab kabul karena sebagiannya diserahkan kepada suami. 

Kemungkinan hal ini dilakukan hanya sekedar ikut gaya hidup kekinian dan 

kebiasaan yang menurut pandangan mereka supaya indah  dalam pandangan 

masyarakat. Hal ini menandakan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang 

belum memahami benar tentang konsep mahar. 



Hal ini terjadi di tengah-tengah masyarakat perkotaan, yang sudah 

dianggap mempunyai pengetahuan yang luas, lalu bagaimana di daerah lain di 

luar Kota Bengkulu yang pendidikannya masih rendah bahkan tidak sempat 

mengenyam pendidikan sama sekali, tentu akan lebih banyak lagi, terutama di 

masyarakat pelosok pedesaan.  Beberapa kali penulis menyaksikan proses ijab 

qabul, hal ini bukan saja dilakukan oleh masyarakat kalangan bawah, akan 

tetapi juga dikalangan masyarakat elite atau pejabat-pejabat  baik mereka 

langsung atau anak-anak atau kerabatnya.  

Yang lebih menarik  bagi penulis untuk menelitinya, pada saat 

kejadian  seperti ini Penghulu selalu melarangnya. Penghulu tidak sekali dua 

kali mendapatkan hinaan dari keluarga yang melakukannya, dengan ucapan 

Penghulu  kuno,  sangat kuat kepercayaan terhadap agama,  sangat 

menampakkan keislamannya dan lain sebagainya. Kemungkinan besar 

Penghulu akan dianggap tidak bisa melaksanakan tugas di tengah-tengah 

masyarakat. Kemudian dilaporkan kepada atasannya dan akibat itu juga 

berkembang isu di tengah masyarakat bahwa Penghulu tersebut tidak layak 

menjadi Penghulu karena meresahkan masyarakat. Sehingga berujung pada 

sanksi, dimutasikan, diturunkan  pangkat dan lain sebagainya.  

Dengan dasar inilah menjadikan penulis merasa tertarik untuk 

menelitinya. Peristiwa ini terjadi pada petugas Penghulu dari KUA. Pada saat 

peristiwa nikah dalam satu waktu melebihi jumlah personil Pegawai Pencatat 

Nikah di KUA, maka tugas penghulu  akan dilakukan oleh Pembantu 

Penghulu. Apakah Pembantu Penghulu akan melakukan hal yang sama seperti 
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yang dilakukan oleh Penghulu dari KUA, yaitu melarang proses tukar cincin 

emas tersebut.  

Berdasarkan pengamatan penulis,  seperangkat perhiasan emas dan 

cincin emas di atas lima gram,  cincinnya ada dua dalam mahar tersebut. 

Kemudian  terjadi tukar cincin dalam penyerahan maharnya. Untuk sekedar 

melihat gambaran persentase pelaksanaan ijab qabul yang menggunakan mahar 

berupa cincin emas pada proses pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Ratu Agung sejak kantor menjadi definitif hingga sekarang ini 

(tahun 2017)  maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 1.1 Peristiwa Nikah KUA Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Dari 

Tahun 2009 S/D 2017 

No. TAHUN 

PERISTIWA 

MAHAR/MASKAWIN PERSENTASE 

MAHAR CINCIN 

MAS/LOGAM 

MULYA/PERAK/ 

SEPERANGKAT 

PERHIASAN EMAS 

( %)  

 

CINCIN 

MAS/LOGAM 

MULYA/PERAK/ 

SEPERANGKAT 

PERHIASAN 

EMAS 

SEPERANGKAT 

ALAT SHALAT 

(SAS)/UANG/LAIN

-LAIN 

JUMLAH 

PASANGAN 

NIKAH 

1 2009 - - 40  

2 2010 - - 417  

3 2011 - - 479  

4 2012 - - 444  

5 2013 39 360 399 9.7% 

6 2014 152 240 392 63,3% 

7 2015 161 221 382 42,1% 

8 2016 213 217 430 49,5% 

9 2017 73 33 166 43% 

JUMLAH 3149   



Tabel 1.1 hanya sebagai gambaran pasangan yang menggunakan 

perhiasan emas khususnya yang mengandung unsur cincin emas dalam 

maharnya. Dalam peristiwa pernikahan kadangkala ada yang digabungkan 

antara emas dan seperangkat alat shalat, bahkan ada yang ditambah dengan 

uang  dan benda-benda lainnya.  

Yang menjadikan permasalahannya bagaimana kalau kepemilikan 

mahar  itu karena ketidakpahaman tentang mahar itu sendiri. Hanya ikut  gaya 

hidup kekinian, tanpa didasari atas kesadaran atau kerelaan dari mempelai 

wanita.  Atau karena kebiasaan di tengah-tengah masyarakat atau hanya 

didasari mengikuti  kebiasaan  masyarakat setempat. Hal inilah yang membuat 

penulis tertarik untuk  melakukan penelitian ini.  Artinya penyerahan itu tanpa 

dilandasi dengan dasar keikhlasan, hanya ikut-ikutan menciptakan gaya hidup  

baru dalam perkawinan. Atau hanya didasari supaya indah  dipandang mata 

dan meningkatkan gengsi mereka di tengah-tengah masyarakat.  

Peruntukan mahar cincin dibagi dua, satu diberikan kepada wanita, 

sedangkan yang satunya lagi diberikan kepada mempelai pria, tanpa adanya 

kesepakatan terlebih dahulu, hanya mengikuti gaya hidup. Sedangkan dalam 

ijab qabul disebutkan dengan jelas bahwa mahar itu dibayar tunai dengan 

menyebutkan kadarnya. Akibatnya  terjadi ketidaksesuaian antara jumlah 

mahar yang diterima dengan yang disebutkan dalam akad. Bagaimana 

kedudukan mahar cincin emas  yang diberikan  pada pengantin pria, 

seharusnya  mahar  tersebut milik pengantin wanita. Pembagian seperti itu 
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tidak meminta  persetujuan dari pengantin wanita, hal tersebut jelas dijadikan 

tradisi  yang harus  dimaklumi. 

Berdasarkan  latar belakang di atas, penulis tertarik untuk 

mengkajinya lebih dalam dengan judul penelitian “Kepemilikan  Mahar  

Cincin  Emas  Dalam  Tradisi  Perkawinan  Masyarakat  Kecamatan  

Ratu  Agung  Kota  Bengkulu  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam”.  

B. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang menjadikan ketertarikan penulis untuk 

melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana  kepemilikan  mahar  cincin emas dalam  tradisi  perkawinan  

masyarakat  Kecamatan Ratu  Agung ? 

2. Bagaimana  kepemilikan  mahar cincin emas dalam  tradisi  perkawinan  

masyarakat  Kecamatan Ratu  Agung ditinjau menurut  Hukum  Islam ? 

C. Tujuan dan  Manfaat Penelitian 

Tujuan  Penelitian 

1. Untuk  mengetahui  kepemilikan  mahar  cincin emas dalam  tradisi  

perkawinan  masyarakat  Kecamatan Ratu  Agung 

2. Untuk  menganalisa  atau  menjelaskan kepemilikan  mahar cincin emas 

dalam  tradisi  perkawinan  masyarakat   Kecamatan Ratu  Agung ditinjau 

menurut  Hukum  Islam 



Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat  Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akademisi 

lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

dasar  bagi penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat  Praktis 

a. Untuk memberi kesadaran kepada calon pengantin khususnya di 

kecamatan Ratu Agung agar bisa membedakan  antara mahar dengan 

yang lainnya dalam perkawinan. 

b. Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sekaligus pembaca tentang  

kedudukan mahar dalam perkawinan.  

c. Sebagai acuan Kepala KUA, Penghulu, dan bagian administrasi 

kepenghuluan dalam menjelaskan  kepada masyarakat tentang 

kepemilikan mahar yang benar menurut hukum Islam 

D. Batasan Masalah 

Penulis membatasi masalah penelitian hanya pada pasangan yang  

melakukan pemasangan cincin mahar pada  hari proses ijab kabul, yakni 

setelah ijab kabul dilakukan. 
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E. Kajian  Pustaka 

Penelitian mengenai mahar sudah banyak sekali. Peneliti telah meneliti 

beberapa  skripsi mengenai mahar di perpustakaan IAIN Bengkulu  dan 

mendapatkan kajian serupa berikut ini.  

1. Skripsi oleh Indah Laila (2083114889) pada tahun 2012  yang  berjudul 

BATASAN  MAHAR DALAM PERKAWINAN MENURUT EMPAT 

MAZHAB. Adapun persamaan skripsi Indah Laila dengan skripsi yang  

penulis  teliti yaitu  pada teknik pengumpulan data sama-sama 

menggunakan teknik dokumentasi. Sedangkan perbedaan skripsi penulis 

dengan skripsi  Indah Laila yaitu skripsi  Indah Laila merupakan studi 

pustaka, sedangkan penelitian penulis adalah studi lapangan. Skripsi  Indah 

Laila  bertujuan untuk mengetahui  cara menentukan mahar dalam 

perkawinan menurut empat mazhab dan untuk mengetahui  batasan mahar 

dalam perkawinan menurut empat.  

2. Skripsi oleh Angga Sapta (2093115465) pada tahun 2014  yang  berjudul 

MAHAR  YANG  DIBAYAR  SETELAH CERAI  DITINJAU  DARI 

HUKUM  ISLAM (Studi kasus hutang mahar di suku lembak kelurahan 

panorama kota Bengkulu). Adapun persamaan skripsi Angga Sapta dengan 

skripsi yang penulis teliti yaitu  pada teknik pengumpulan data sama-sama 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan 

perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Angga  Sapta  yaitu : 



a. Skripsi  Angga Sapta bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem 

pembayaran mahar setelah cerai di suku lembak kelurahan panorama 

kota Bengkulu serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum 

Islam terhadap mahar yang dibayar setelah cerai. Sedangkan tujuan 

penulis yaitu untuk  mengetahui  kepemilikan  mahar  cincin emas dalam  

tradisi  perkawinan  masyarakat  Kecamatan Ratu  Agung dan untuk  

menganalisa  atau  menjelaskan kepemilikan  mahar  cincin emas dalam  

tradisi  perkawinan  masyarakat  Kecamatan Ratu  Agung menurut  

Hukum  Islam. 

b. Skripsi Angga Sapta berkesimpulan bahwa membayar mahar setelah cerai  

di kelurahan panorama hukumnya boleh karena mengambil pendapat 

menurut Imam Hanafi hukum membayar mahar adalah boleh. Sebab 

mahar tidak termasuk dalam rukun dan sahnya perkawinan.  

3. Skripsi oleh Rita Andriani (2113117219) pada tahun 2015  yang  berjudul 

KOMPARASI MAZHAB MALIKI DAN SYAFI’I TENTANG MAHAR 

HUTANG YANG BELUM DIBAYAR KARENA SUAMI MENINGGAL 

DUNIA. Adapun persamaan skripsi Rita Andriani dengan skripsi yang  

penulis teliti yaitu  pada teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan 

teknik dokumentasi. Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan skripsi 

Rita Andriani yaitu : 

a. Skripsi  Rita Andriani merupakan studi pustaka, sedangkan penelitian 

penulis adalah studi lapangan.  Skripsi  Rita Andriani bertujuan untuk 



11 
 

 

mengetahui pendapat Imam Malik dan Syafi’i tentang mahar hutang yang 

belum dibayar karena suami meninggal dunia. 

b. Skripsi Rita Andriani berkesimpulan bahwa menurut Imam Malik tidak 

ada kewajiban suami membayar mahar  apabila meninggal sebelum 

dukhul, tetapi hanya member mut‟ah  dari harta peninggalannya, 

sedangkan menurut Imam Syafi’i mahar adalah pemberian wajib baik 

suami meninggal sebelum dukhul. 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menggunakan 

metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field 

Research)  yaitu penyelidikan langsung ke lapangan, di mana peneliti 

mengunjungi objek penelitian. 1  Penelitian ini menggunakan pendekatan 

normatif  kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan  

menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Arikunto purposive 

sampling dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan atas strata, 

random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Tujuan 

dan pertimbangan  pengambilan sampel penelitian ini adalah sampel 

                                                             
1Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Reka Serasin, 1992), h. 

88.  



tersebut merupakan pasangan suami istri yang maharnya cincin emas 

sekaligus melakukan pemasangan cincin dengan mahar tersebut.  

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada 16 Januari 2018 sampai 16 

Februari 2018 dan berlokasi pada masyarakat  Kecamatan Ratu Agung Kota 

Bengkulu. 

3. Informan Penelitian  

Informan  dalam penelitian ini, yaitu sembilan pasangan suami istri 

yang melakukan pemasangan cincin, Kepala/Penghulu KUA Kecamatan 

Ratu Agung, seorang tokoh adat dan tiga orang tokoh masyarakat di 

Kecamatan Ratu Agung. Adapun sembilan pasangan suami istri yang 

melakukan pemasangan cincin penulis tentukan berdasarkan data terbaru 

dari bulan Juli tahun 2017 sampai 16 Februari 2018. 

4. Sumber Data 

Sumber data digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh  langsung dari subyek penelitian di lapangan yang berupa hasil 
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wawancara kepada sembilan pasangan suami istri yang melakukan 

pemasangan cincin dan tokoh adat setempat. 

b. Sumber Data sekunder. 

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni berupa 

hasil wawancara kepada Kepala KUA/Penghulu, Tokoh Masyarakat  

setempat, arsip kepenghuluan tentang peristiwa nikah  mulai dari 

defenitifnya KUA Kecamatan Ratu Agung sampai dengan tahun 2017, 

data peristiwa nikah melalui SIMKAH (Sistem Informasi Peristiwa 

nikah) melalui operatornya, buku register pendaftaran nikah, arsip akta 

nikah, bondel hasil pemeriksaan nikah oleh Penghulu yang ada di KUA. 

Kecamatan Ratu Agung, melalui buku Stok Satu (BS1) untuk melacak 

data nomor pengeluaran akta nikah, guna mengetahui kebenaran 

peristiwa nikah memang benar-benar sudah terjadi dan tercatat di KUA 

Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, buku-buku Fiqh Munakahat, 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu sendiri, 

Kompilasi Hukum Islam dan buku-buku lainnya yang berhubungan 

dengan Perkawinan atau proses Ijab dan Qabul dalam suatu perkawinan 

dalam Ajaran Agama Islam, yang tidak kalah pentingnya penulis 

mengutip pada Alquran dan Hadis. 

5. Teknik Pengumpulan Data. 

a. Observasi 



Observasi di lapangan adalah cara dan teknik pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis  

terhadap gejala maupun fenomena yang ada pada objek penelitian. 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang 

masalah  yang diteliti di daerah penelitian. Dengan cara meneliti 

langsung atau terjun ke lapangan mengamati kepemilikan mahar cincin 

emas dalam tradisi perkawinan masyarakat kecamatan Ratu Agung.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan untuk memperoleh data informasi 

yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan responden 

yakni Pasangan suami-istri yang melakukan pemasangan cincin,  Kepala 

KUA/Penghulu, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat.  Dengan  cara 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkonsep sebelum 

terjadinya wawancara supaya tidak menyimpang dari objek pembahasan 

masalah yang akan diteliti dan mendapatkan data yang akurat.  

C. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan terutama untuk mendapatkan data yang 

akurat terkait  pasangan yang maharnya berupa cincin emas, yakni dari 

data yang ada pada registrasi dan akta nikah pada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. 
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G. Sistematika Penulisan (Rencana Outline). 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika 

penulisan (rencana outline) sebagai berikut : 

Bab pertama pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan  

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab kedua merupakan kajian teori tentang mahar perkawinan dalam 

Islam, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu Perkawinan dan Mahar. Adapun sub 

bab tentang perkawinan  berisikan pengertian perkawinan, dasar hukum 

perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan pembatalan perkawinan. 

Sedangkan pada sub bab mahar berisikan pengertian mahar,  dasar hukum 

mahar, kedudukan mahar, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar, dan tata 

cara pembayaran  mahar. 

Bab ketiga yang merupakan gambaran secara umum kecamatan Ratu 

Agung, yang terdiri dari letak geografis kecamatan Ratu Agung, keadaan 

penduduknya, keadaan sosial keagamaannya, keadaan pendidikan, dan keadaan 

ekonomi masyarakat kecamatan Ratu Agung. 

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

tinjauan hukum Islam  terhadap kepemilikan  mahar cincin emas dalam tradisi 

perkawinan masyarakat kecamatan Ratu Agung yang terdiri dari dua sub bab  

yaitu kepemilikan  mahar  dalam  tradisi  perkawinan  masyarakat  Ratu  



Agung dan kepemilikan  mahar dalam  tradisi  perkawinan  masyarakat  Ratu  

Agung menurut  Hukum  Islam.  

Bab  kelima Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kemudian 

daftar pustaka dan yang terakhir adalah lampiran-lampiran yang dapat 

dijadikan bukti  pendukung dari hasil penelitian dalam skripsi ini termasuk 

foto-foto hasil penelitian yang didapati di lapangan ketika melakukan 

penelitian. 
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BAB II 

MAHAR  DALAM  PERKAWINAN  ISLAM 

 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Kata nikah berasal dari bahasa Arab   نكَِاح yang merupakan masdar 

(asal dari kata kerja) نكح, sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata nikah telah dibakukan 

menjadi bahasa Indonesia. Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan nikah 

dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan  Bab Munakahat.
2
  

Menurut bahasa, kata nikah berarti adh-dhammu wattadaakhul 

(bertindih dan memasukkan), dalam kitab lain diartikan dengan adh-

dhammu wa al-jam‟u (bertindih dan berkumpul). Menurut istilah ilmu fiqh, 

nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan 

melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz “nikah” atau “tazwij”.
3
 

Menurut golongan Hanafiyah 

عَةٍ قَصْدُا  الِّنكَاحُ باِنََّوُ عَقْدٌ يفُِيْدُ مِلْكَ الُْمت ْ
“Nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang 

dengan sengaja.”
4
 

 

 

                                                             
2Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, (Bandung :  CV. Pustaka Setia, 2001), h.9.  
3Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat,…, h.10.  
4Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Bengkulu:Dina Utama Semarang, 1993), h.2.   
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Menurut golongan Syafi’iyah 

نِ مِلْكَ وَطْءٍ بلَِفْظِ انِْكَاحٍ أَوْتَ زْوِيْجٍ أَوْ مَعْنَا هَُُا  النِّكَاحُ باِنََّوُ عَقْدٌ يَ تَضَمَّ  
“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan 

watha‟ dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan 

keduanya.”
5
 

Menurut golongan Malikiyah 

نَةٍ  رُ مُوْجِبٍ قِيْمَتَ هَا ببَِ ي ِّ لَذُذِ باِدََمِيَّةٍ غَي ْ عَةِ الت َّ  النِّكَاحُ باِنََّوُ عَقْدٌ عَلَى مَُُرَّدِ مُت ْ
“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata 

untuk membolehkan watha‟, bersenang-senang dan menikmati apa yang 

ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.”
6
 

Menurut golongan Hanabilah 

سْتِمْتَاعِ  فَعَةِ الِْْ  ىُوَ عَقْدٌ بلَِفْظِ انِْكَاحٍ أَوْتَ زْوِيْجٍ عَلَى مَن ْ
“Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwij 

guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.”
7
 

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam buku Beni Ahmad 

Saebani, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki 

dan seorang perempuan untuk  membentuk keluarga bahagia.
8
  

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila 

                                                             
5
Djamaan Nur, Fiqh Munakahat,…, h.2-3.   

6Djamaan Nur, Fiqh Munakahat,…, h.3.   
7Djamaan Nur, Fiqh Munakahat,…, h.3.   
8Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat,…, h.14.  
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dilakukan menurut hukum masing-masing  agamanya dan kepercayaannya 

itu.
9
 

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam 

bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang sangat  kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah 

dan melaksanakannya merupakan ibadah.
10

 

Berdasarkan  penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa 

perkawinan adalah akad yang menghalalkan watha‟ yang menimbulkan hak 

dan kewajiban antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk 

keluarga yang sakinah mawaddah war-rahmah. 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

…                      …   

“…Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga 

atau empat…”(QS.An-Nisa:3)  

                               

                          

                       

                 

                                                             
9Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
10Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam  



“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali 

budak-budak  yang  kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) 

sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang 

demikian (yaitu) mencari  isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini 

bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu  nikmati (campuri) 

di antara mereka, berikanlah  kepada mereka maharnya (dengan 

sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu 

terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah 

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.”(QS.An-Nisa‟:24)  

ْ )رواه مسلم(  النِّكَاحُ سُنَّتِِْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِِْ فَ لَيْسَ مِنِِّّ
“Nikah itu adalah sunahku, barangsiapa yang benci kepada sunahku 

bukanlah termasuk umatku”.(HR.Muslim)
11

  
عَنْ عَبْدِالِله بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ تَ عَالى عَنْوُ قاَلَ : قاَلَ لنََا رَسُوْلُ الِله 

بَابِ مَنِ اسْتَطاَ عَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ  صَلّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ ياَمَعْشَراَلشَّ
وْمِ فَاِنَّوُ لَوُ فاَِنَّوُ اغََضُّ للِْبَ  صَرِ وَاَحْصَنُ للِْفَرجِْ وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْوِ باِلصَّ

 وجَِاءٌ)رواه متفق عليو(

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu  mampu berkeluarga  

hendak kawin,  hendaklah dia kawin sebab ia dapat memejamkan mata 

dan menjaga kesucian farji. Barangsiapa tidak mampu hendaklah 

berpuasa, sebab ia dapat melemahkan syahwat.”(HR. Muttafaqun 

„alaih)
12

 

Berdasarkan ayat dan hadits di atas, maka hukum asal dari 

perkawinan  adalah mubah (ibahah).
13

 Hukum perkawinan beralih menjadi 

sunah, apabila seseorang dipandang  dari segi pertumbuhan jasmaninya 

                                                             
11

Djamaan Nur, Fiqh Munakahat,…, h.7.    
12Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Terjemah Bulugul Maram, Mahrus Ali, (Surabaya: 

Mutiara Ilmu, 1995), h.413.  
13Mardani,  Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta:Kencana, 2016), h.35.  
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telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekedar  biaya hidup telah ada, 

maka baginya menjadi sunahlah untuk melakukan perkawinan. 

Hukum perkawinan beralih menjadi wajib apabila sesorang 

dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari 

segi pertumbuhan jasmaniyah sudah sangat mendsak untuk kawin, sehingga 

kalau tidak kawin dia akan terjerumus kepada penyelewengan.
14

 

Hukum perkawinan beralih menjadi makruh ketika seseorang 

yang dipandang dari pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin 

walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup 

sehingga  kalau  dia  kawin  hanya  akan  membawa  kesengsaraan  hidup 

bagi istri dan anak-anaknya. Hukum perkawinan beralih  menjadi haram 

apabila  seorang  laki-laki hendak mengawini seorang wanita dengan 

maksud  menganiayanya  atau  memperolok-olokannya, maka  haramlah 

bagi  laki-laki  itu  kawin  dengan  perempuan  tersebut.
15

 

Adapun  dasar  hukum perkawinan secara nasional diatur di 

dalam Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi  Hukum  Islam (KHI). Menurut  Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, Perkawinan  adalah sah apabila dilakukan menurut hukum  

masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu. Tiap-tiap  perkawinan 

dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut 

KHI, perkawinan  adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam 

                                                             
14Mardani,  Hukum Keluarga Islam di Indonesia, …, h.37. 
15Mardani,  Hukum Keluarga Islam di Indonesia,…, h.37.  



sesuai dengan Pasal 2 ayat 1  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  

tentang  Perkawinan. Agar  terjamin ketertiban  perkawinan  bagi 

masyarakat  Islam  setiap  perkawinan  harus  dicatat. 

3. Rukun dan Syarat Perkawinan 

Rukun  perkawinan  ada  lima, yaitu  calon suami, calon istri, 

wali, dua  orang  saksi  dan ijab qabul. Syarat perkawinan adalah syarat 

yang  bertalian  dengan  rukun-rukun   perkawinan, yaitu  syarat-syarat   

bagi  calon  suami, calon  istri, wali, dua  orang   saksi  dan  ijab  kabul.
 16

  

بِوَلٍِّ وَشَاىِدَ  يْنِ   لانَِكَاحَ اِلاَّ
“Tidak sah akad nikah kecuali adanya wali dan dua orang 

saksi.”(HR.Ibnu Hibban)
17

 

Ijab kabul ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan 

kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua 

orang saksi.
18

  

Ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun nikah. Menurut 

Imam Malik bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu wali dari pihak 

perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan 

dan lafaz akad nikah. Sedangkan menurut Imam Syafi’i rukun nikah terdiri 

dari calon pengantin laki-laki, calon pengantin  perempuan, wali, dua orang 

saksi dan lafaz akad nikah. Sedangkan menurut ulama Hanafiah, rukun 

                                                             
16H.S.A.Al-Hamdani, Risalah Nikah, Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani, 2011), h.69.   
17Al-Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, Terjemah Bulugul Maram,…h.420.  
18H.S.A.Al-Hamdani, Risalah Nikah, …, h.70.  
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nikah itu hanya ijab dan qabul saja.
19

 Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kedudukan mahar adalah sebagai rukun nikah menurut Imam Malik. 

Sehingga mahar  juga menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.  

a. Syarat-syarat  Calon Suami 

Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa yang artinya atas kemauan 

sendiri,  jelas orangnya, dan tidak sedang ihram haji. 

b. Syarat-syarat Calon Istri 

Tidak bersuami, bukan  mahram, tidak sedang dalam „iddah. Calon istri 

juga harus merdeka yang artinya atas kemauan sendiri, jelas orangnya 

dan tidak sedang  berihram haji. 

c. Syarat-syarat Wali 

Laki-laki, dewasa, waras akalnya,  tidak dipaksa, adil dan tidak sedang 

ihram haji. 

d. Syarat-syarat Saksi 

Laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, 

bebas yang artinya tidak dipaksa, tidak sedang ihram haji dan memahami 

bahasa  yang dipergunakan untuk ijab kabul. 

e. Syarat-syarat Ijab Kabul 

                                                             
19http://karya-kamal.blogspot.co.id/2015/04/syarat-rukun-pernikahan.html?m=1  



Hendaknya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang 

yang  melakukan akad, penerima akad, dan saksi. Tidak sah akad yang 

bergantung kepada  syarat atau waktu tertentu.
20

  

Berbeda dengan  perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 yang  tidak mengenal adanya rukun perkawinan, hanya memuat 

syarat-syarat perkawinan
21

 dan juga menempatkan pencatatan perkawinan 

sebagai sesuatu yang penting.
22

 Persyaratan perkawinan itu hanya 

menyangkut  persetujuan  kedua  calon  dan  batasan umur serta tidak 

adanya halangan perkawinan antar kedua calon mempelai tersebut. 

Sedangkan  KHI  mengikuti  perspektif fikih yang memuat rukun dan 

syarat-syarat  perkawinan.  

Menurut KHI, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi 

masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat dan perkawinan yang 

dilakukan  di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai 

kekuatan hukum.
23

 Sedangkan dalam fikih tidak membicarakan tentang 

pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu 

bentuk  pembaharuan hukum keluarga Islam.
24

  

Adapun tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan 

                                                             
20H.S.A.Al-Hamdani, Risalah Nikah, …, h.69-70.   
21 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 

(Jakarta:Kencana, 2004), h.67.  
22Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,…,h.122.  
23Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam  
24Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,…, h.121.   
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perkawinan, sehingga Negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh 

warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya 

perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan 

tersebut kepada siapa pun di hadapan hukum. Ada  beberapa  manfaat  dari 

pencatatan  perkawinan, yaitu  sebagai  alat  bukti  hukum  yang sah 

terhadap  peristiwa   perkawinan  dan  adanya  kepastian  hukum.
25

 

4. Pembatalan Perkawinan 

Dalam istilah fikih, pembatalan perkawinan disebut dengan 

fasakh. Memfasakh akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan 

ikatan  pertalian antara suami-istri. Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat 

yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang 

kemudian  yang membatalkan  kelangsungan perkawinan.
26

 

Contoh fasakh karena  syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam 

akad perkawinan, yaitu setelah akad nikah ternyata istrinya adalah saudara 

sesusuan, suami-istri diakadkan oleh selain ayah atau datuknya kemudian 

setelah dia dewasa maka ia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinannya 

dahulu atau mengakhirinya (khiyar baligh). Contoh fasakh karena hal-hal 

mendatang  setelah akad, yaitu bila salah seorang dari suami-istri murtad 

dari Islam dan tidak mau kembali.
27

 Beberapa alasan fasakh, yaitu tidak 

                                                             
25Mardani,  Hukum Keluarga Islam di Indonesia,…, h.58.  
26Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, (Bandung:Al-Ma’arif, 1990), h.124.   
27Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8, …, h.124-125.  



adanya nafkah bagi istri, terjadi cacat atau  penyakit dan  penderitaan      

yang menimpa istri.
28

 

Menurut perspektif KHI, perkawinan batal apabila suami 

melakukan  akad nikah sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena 

sudah mempunyai empat orang istri, seseorang menikahi bekas istrinya 

yang telah dili‟an-nya, seseorang menikahi  bekas istrinya yang pernah 

dijatuhi tiga kali talak, atau perkawinan dilakukan antara dua orang yang 

mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan, Poligami tanpa izin 

Pengadilan Agama, perkawinan dilakukan tanpa wali dan perkawinan yang 

dilaksanakan dengan paksaan.
29

  

Menurut  hukum positif, perkawinan dapat dibatalkan apabila 

para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan 

perkawinan.
30

 Jenis-jenis perkawinaan yang dapat dibatalkan diatur dalam 

pasal 24 s/d pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, diantaranya perkawinan yang dilakukan di muka pegawai 

pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau 

pernikahan yang tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.  

 

 

 

                                                             
28Djamaan Nur, Fiqh Munakahat,…h.171.   
29Pasal 70, Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam.  
30Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
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B. Mahar 

1. Pengertian Mahar 

Kata “mahar” berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda 

bentuk  abstrak atau mashdar, yakni mahran atau kata kerja (fi‟il) dari 

mahara-yamhuru-mahran.  Di kalangan fuqaha, di samping perkataan 

mahar, juga digunakan istilah lainnya yaitu shadaqah, nihlah dan 

faridhah.
31

  Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, mahar adalah 

maskawin, pemberian dari  mempelai laki-laki kepada pengantin 

perempuan, pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-

laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.
32

 

Mahar adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh 

seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah 

sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup 

bersama sebagai suami istri.
33

 Mahar ialah  pemberian seorang suami 

kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad 

sebagai pemberian yang wajib yang tidak dapat diganti dengan yang 

lainnya.
34

 

Definisi yang lainnya yaitu mahar adalah  harta atau manfaat yang 

wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita dengan sebab 

                                                             
30Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat,…, h.260.    
32

Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru, (Surabaya : Amelia 

Surabaya, 2015), h.269.   
32Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh Ala Mazahibil Arba‟ah, (Juz IV;  Mesir : 1969), h.94.     
34H.S.A.Al-Hamdani, Risalah Nikah,…, h.131.  



nikah atau watha‟. Mahar itu sunah disebutkan jumlah atau bentuk 

barangnya  dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harga)nya sah 

untuk dijadikan mahar.
35

 Di dalam buku Kifayatul Akhyar dijelaskan bahwa 

maskawin (mahar) adalah harta yang diberikan kepada perempuan oleh laki-

laki di kala nikah (akan bersenggama).
36

   

Ada beberapa hal yang memperkuat mahar sehingga tidak ada 

pengaruh pengguguran dan pengurangan, yaitu bercampur, salah satu dari 

pasangan suami-istri  meninggal dunia dan bersunyian yang sah.
37

 

2. Dasar Hukum Mahar 

Kewajiban memberi mahar  terdapat dalam Alquran dan Hadis. 

                            

        

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang 

hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang 

sedap lagi baik akibatnya.”(QS.An-Nisa‟:4) 

                                                             
34Sayyid Bakri, Hasyiyah I‟anatul Thalibin, (Juz III; Singapura : _ ), h.346-347.  
36

Moh. Rifa’I, Terjamah Khulashah Kifayatul Ahyar, (Semarang: CV.Toha Putra, tt), 

h.291.  
37Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, 

Abdul Majid Khon, (Jakarta : AMZAH, 2011), h.191-192.   
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                     

                               

                         

“20. dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, 

sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka 

harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari 

padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali 

dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang 

nyata ? 

21. bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian 

kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. 

dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang 

kuat.”(QS.An-Nisa‟:20-21) 

…                     

… 

“…karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah 

maskawin mereka menurut yang patut…”(QS.An-Nisa‟:25) 

                                

                         

                       

                        

        

 “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 

kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum 

itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain 

yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk 

dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati 



(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya 

(dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa 

bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, 

sesudah  menentukan  mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

lagi  Maha  Bijaksana.”(QS.An-Nisa‟:24) 
 أحق الشروط أن توفوا بو ما استحللتم بو الفروج

 }رواه البخاري ومسلم{

“Syarat yang layak yang (harus) ditepati ialah diadakan mahar untuk 

menghalalkan farji (yakni dalam perkawinan).”(HR.Bukhari dan 

Muslim)
38

 

 …الِْتَمِسْ وَلَوْخَاتََاًمِنْ حَدِيْدٍ }رواه البخاري ومسلم{
“Carilah Maskawin walau hanya cincin besi” (HR.Bukhari dan 

Muslim)
39

  

Kalau tidak ada dalam riwayat itu nabi bersabda : 

 …زَوَّجْتُكَهَا بِاَ مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ }رواه البخاري ومسلم{
“Aku menikahkanmu dengannya dengan ayat-ayat Al-Qur‟an yang kamu 

miliki.”(HR.Bukhari dan Muslim)
40

 

Hadis  ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun sesuatu yang 

sedikit. Demikian  juga tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa ia  

meninggalkan  mahar  pada  suatu  pernikahan. Seandainya  mahar tidak 

wajib tentu Nabi SAW pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam 

hidupnya yang menunjukkan tidak wajib. Akan tetapi beliau tidak pernah 

                                                             
38Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhari dan Muslim 

(Al-Lu‟lu Wal Marjan),(Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005), h.459.  
39

Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhari dan Muslim 

(Al-Lu‟lu Wal Marjan),…h.462.  
40Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhari dan Muslim 

(Al-Lu‟lu Wal Marjan),…h.462. 
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meninggalkannya, hal  ini menunjukkan kewajiban. Kesepakatan  ulama 

pada mahar hukumnya wajib. Sedangkan kewajibannya  sebab akad atau 

sebab bercampur intim, mereka berbeda pendapat.
41 

                        

                          

              

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan 

kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa 

kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh 

tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak 

hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku 

Termasuk orang- orang yang baik.”(QS.Al-Qashshah:27) 

3. Kedudukan Mahar 

 Pada zaman Jahiliyah dahulu, hak dan kedudukan wanita itu 

dihilangkan  atau disia-siakan. Mahar pada zaman Jahiliyah tidak diberikan 

kepada  wanita, tetapi diberikan kepada ayahnya. Ayahnyalah yang berhak 

dan   berwenang atas mahar itu. Islam datang menghapuskan kebiasaan 

Jahiliyah  yang  salah tersebut.
42

  

Para Ulama Mazhab sepakat kecuali Imam Malik bahwa mahar 

bukanlah  salah  satu  rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual-beli, 

tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu akad 

                                                             
41Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat,…, 

h.177.   
42Djamaan Nur, Fiqh Munakahat,…, h.83.   



nikah boleh dilakukan tanpa menyebut mahar dan apabila terjadi 

percampuran, ditentukanlah  mahar  mitsil.
43

  

Dalam fikih Islam mahar dipandang sebagai hak yang wajib 

diberikan  kepada istri, hanya suami tidak harus segera menyerahkan mahar 

istrinya pada saat suksesnya akad pernikahan. Akan tetapi, boleh menurut 

kesepakatan, apakah tunai seluruhnya atau  diutangkan seluruhnya atau 

dibayar tunai sebagian dan diutangkan sebagian. Baik penangguhan itu 

dalam tempo yang dekat atau tempo yang lama, baik penangguhannya itu 

pada tanggal tertentu atau waktu terdekat dari  dua masa, yaitu meninggl 

atau talak atau dikredit bulanan atau tahunan, semuanya bergantung pada 

kesepakatan. Jika mahar disebutkan secara mutlak dan keduanya tidak ada 

kesepakatan apakah tunai  atau diutangkan, keputusannya dikembalikan 

kepada Urf pernikahan negeri itu. Mengetahui pembayaran mahar itu tunai 

mempunyai dampak bahwa istri mempunyai hak mencegah penyerahan 

dirinya  kepada  suami  sehingga  mahar  segera  dibayar  seluruhnya.
44

 

4. Syarat-syarat Mahar 

Fukaha sepakat bahwa harta yang berharga dan maklum patut 

dijadikan mahar. Sebagaimana pula mereka sepakat bahwa sesuatu yang 

                                                             
43

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab:Ja‟fari, Hanafi, Maliki, Syafi‟I, 

Hambali,…, h.366.  
44Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, …, 

h.190-191.   
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tidak ada nilai materialnya dalam pandangan syara’ maka tidak sah untuk 

dijadikan mahar, seperti babi,  bangkai dan khamar.
45

 

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut :
 46

 

a. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak 

berharga, walaupun tidak ada  ketentuan  banyak  atau  sedikitnya  

mahar. Akan tetapi  apabila mahar sedikit dan bernilai, maka tetap sah. 

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak  sah  mahar  dengan 

khamar, babi atau darah karena semua itu haram dan tidak berhaga. 

c. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab  berarti mengambil barang 

milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk 

memilikinya karena berniat mengembalikannya kelak. Memberikan 

mahar  dengan  barang  ghasab  tidak  sah, tetapi  akadnya  tetap sah. 

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaan dan jenisnya. Menurut seluruh 

mazhab  kecuali  Maliki, disyaratkan  bahwa mahar harus diketahui 

secara  jelas dan detail, kalau tidak bisa  diketahui dari berbagai segi 

yang  memungkinkan  diperoleh penetapan jumlah mahar, maka akadnya 

tetap sah. Sedangkan menurut Maliki akadnya fasid dan difasakh 

                                                             
45Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat,…, 

h.183.  
46Abdul Rahman Ghozali,  Fiqh Munakahat,  (Jakarta:Kencana, 2008), h.87-88.  



sebelum terjadi percampuran, bila telah terjadi percampuran akad 

dinyatakan sah dengan menggunakan mahar mitsil.
47

 

Menurut Ibnu Rusyd, pihak mempelai laki-laki harus 

mengeluarkan barang yang akan dijadikan mahar atau menjelaskan manfaat 

suatu pekerjaan yang menjadi maharnya. Meskipun cara tersebut dipandang 

mempersamakan perkawinan dengan jual-beli, Imam Malik dan Imam Abu 

Hanifah menyatakan bahwa mahar merupakan penghargaan bagi perempuan 

yang akan dinikahi. Dalam jual-beli pun, barang harus jelas sehingga tidak 

terjadi spekulasi yang mengandung unsur gharar, demikian pula dalam 

pernikahan.
48

  

Mahar tidak boleh sesuatu yang haram, seperti mengajarkan 

Taurat dan mengajarkan Alquran kepada wanita dzimmiyah (nonmuslimah 

yang patuh bernegara di Negara Islam), ia mempelajarinya bukan karena 

cinta Islam.
49

 

Berdasarkan keterangan di atas, syarat sah mahar adalah sebagai 

berikut : 

(1) Mahar tidak berupa barang haram, tidak sah mahar berupa khamar atau 

babi dan sejenisnya. 

                                                             
47 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab:Ja‟fari, Hanafi, Maliki, Syafi‟I, 

Hambali,…, h.365.    
48Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat,…, h.275.  
49Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, …, 

h.184-185.   
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(2) Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidakjelasan maka tidak sah 

dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen kebun pada tahun 

yang akan datang atau sesuatu yang tidak jelas, seperti rumah yang 

tidak ditentukan. 

(3) Mahar dimiliki dengan pemilikan sempurna, syarat ini mengecualikan 

pemilikan yang kurang sempurna atau tidak sempurna, seperti mahar 

sesuatu yang dibeli  dan belum diterima, tidak sah dijadikan mahar. 

(4) Mahar mampu diserahkan, dengan syarat ini mengecualikan yang tidak 

ada kemampuan menyerahkan, seperti burung di awang-awang atau 

ikan di laut, tidak sah hal tersebut dijadikan mahar.
50

 

5. Macam-Macam Mahar 

a. Mahar Musamma 

Mahar musamma adalah mahar  yang telah ditetapkan bentuk 

dan jumlahnya dalam sighat akad. Mahar musamma  ada dua macam, 

yaitu
51

 Mahar Musamma Mu‟ajjal (mahar yang segera diberikan oleh 

calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pemberian mahar 

hukumnya sunah) dan Mahar Musamma Ghairu Mu‟ajjal (mahar yang 

permberiannya ditangguhkan) 

                                                             
50Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat,…, 

h.184.  
51Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat,…, h.276.  



Menurut guru besar Universitas Al-Azhar Mesir, Mahar 

musamma  ada dua macam, yaitu mahar tersembunyi dan mahar terbuka. 

Mahar tersembunyi ialah mahar yang disepakati kedua belah pihak 

sebelum  akad. Sedangkan  mahar terbuka ialah mahar yang diumumkan 

dalam akad  dihadapan orang banyak.
52

  

Menurut ulama Syafi’iyah mahar yang wajib ialah mahar yang 

disebut  dalam  akad, karena akad inilah mahar menjadi wajib. 

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, jika kedua belah pihak bersepakat 

pada mahar  tersembunyi  dan dalam pengumuman berbeda dengan yang 

tersembunyi, maka yang dipedomani adalah yang disepakati oleh kedua 

belah pihak (yang tersembunyi tersebut). Yang tersembunyi inilah yang 

wajib diberikan kepada istri. Sedangkan yang disepakati  dalam 

pengumuman tidak diberlakukan. 

Ulama Hanabilah memisahkan pada dua kondisi, yaitu : 

1) jika kedua belah pihak mengadakan  akad dengan mahar yang 

dirahasiakan, kemudian mengadakan akad lagi secara terbuka dan 

diumumkan mahar yang berbeda dengan mahar pada akad petama, 

dalam kondisi ini mahar yang diambil adalah mahar yang lebih 

banyak dari keduanya dan inilah yang wajib diberikan kepada istri. 

2) jika kedua pihak bersepakat pada mahar sebelum akad kemudian 

mereka mengadakan akad setelah kesepakatan tersebut yang lebih 

                                                             
52Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat,…, 

h.184-185.  
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banyak dari mahar yang disepakati. Karena  penyebutan yang benar 

pada akad yang benar pula, mahar  yang disebutkan dalam akad 

wajib diberikan kepada istri dan tdak usah memperhatikan 

penyebutan yang disepakati sebelum akad seolah-olah tidak ada. 

 Dalam  kaitannya  dengan pemberian mahar, wajib hukumnya 

membayar mahar musamma apabila telah terjadi dukhul. Apabila salah 

seorang dari suami atau istri meninggal  dunia sebagaimana disepakati 

oleh para ulama, apabila telah  terjadi khalwat (bersepi-sepi), suami 

wajib membayar mahar.
53

  

Mahar tidak termasuk rukun dan syarat pernikahan, tetapi 

merupakan  kewajiban suami untuk membayarnya. Apabila seorang  

suami meninggal sebelum membayar mahar kepada istrinya, 

pembayarannya diambil dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh 

ahli warisnya karena mahar yang belum dibayar termasuk hutang. 

Apabila istrinya membebaskan hutang mahar tersebut, tidak  ada 

kewajiban ahli waris membayarnya.
54

 

 Bagi suami yang menalak istrinya sebelum dukhul, ia wajib 

membayar setengah dari mahar yang telah diakadkan, sebagaimana 

disebutkan dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 237 : 

                                                             
53Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta:Bulan Bintang, 

1993), h.86.  
54Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat,…, h.276.  



                        

                      

                            

             

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur 

dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan 

maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu 

tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau 

dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan 

kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan 

keutamaan di  antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat 

segala  apa  yang  kamu kerjakan.”(QS.Al-Baqarah:237) 

b. Mahar Mitsil 

Mahar mitsil (mahar yang sama) adalah mahar yang 

diputuskan untuk wanita yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam 

akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar wanita yang seimbang 

ketika menikah dari keluarga bapaknya, seperti saudara perempuan 

sekandung, saudara perempuan tunggal bapak, dan seterusnya.
55

 

Menurut ulama Syafi’iyah yang dipedomani dalam 

mempertimbangkan   mahar mitsil adalah dengan melihat beberapa 

wanita keluarga ashabah (sekandung atau dari bapak) untuk mencari 

persamaan  ukuran  mahar. Jika tidak didapatkan  wanita-wanita ashabah  

dalam arti tidak  ada sama sekali atau ada tetapi belum menikah atau  
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sudah menikah tetapi tidak diketahui maharnya, maka pindah kepada 

wanita-wanita keluarga arham (keluarga ibu) dari perempuan tersebut 

secara tertib, yaitu ibu, nenek, bibi, putri saudara perempuan, kemudian 

putri bibi.
56

  

Mahar  mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut 

jumlah yang biasa  diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu 

akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya.
57

 Allah SWT. 

berfirman dalam surat Alqurann Al-Baqarah ayat 236 : 

                      

                         

              

“Tidak  ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 

menceraikan  isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan 

mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah 

kamu  berikan  suatu  mut'ah  (pemberian) kepada mereka. orang 

yang  mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin 

menurut  kemampuannya (pula), Yaitu  pemberian menurut yang 

patut. Yang  demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang 

yang  berbuat  kebajikan.”(QS.Al-Baqarah:236) 

Menurut Imam Malik dan pengikutnya, berdasarkan ayat ini di 

atas, seorang suami boleh memilih  salah satu dari tiga kemungkinan. 

Apakah ia menceraikan istrinya tanpa menentukan maharnya atau 

menentukan maharnya, sebagaimana yang diminta oleh pihak istri, atau 
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menentukan mahar mitsil-nya, sebagaimana pada ayat di atas yang 

djelaskan  secara rinci pada kalimat “Hendaklah kalian berikan suatu 

mut’ah menurut kemampuanmu”.
58

 Demikian pula dalam Alquran surat 

An-Nisa ayat 4 : 

                         

            

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 

senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(QS.An-Nisa‟:4) 

Berdasarkan ayat di atas, kemungkinan pertama sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Imam Malik bertentangan dengan ayat 

bersangkutan, sedangkan kemungkinan kedua dipandang akan 

memberatkan pihak bekas suami, apabila pihak istri meminta jumlah 

mahar yang tinggi.
59

 

Kemungkinan yang ketiga yaitu membayar mahar mitsil yang 

dipandang lebih adil dan bijaksana karena hal itu didasarkan kepada 

kemampuan pihak suami dengan mengacu pada mahar yang biasa 

diterima oleh  pihak istri. Hal ini diperkuat oleh hadits yang 

menyebutkan kasus seorang suami yang menceraikan istrinya setelah 

terjadi dukhul, sementara ia belum  menetapkan jumlah maharnya. 

Begitu pula  seorang  suami  yang  meninggal  sebelum terjadi dukhul, 
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sedangkan ia belum sempat menetapkan maharnya yang harus diberikan 

kepada istrinya. Hadis yang dimaksud sebagaimana dikutip oleh 

Sulaiman Rasyid (2003:396) adalah sebagai berikut : 

عن علقمة عن عبدالله أنو أتي في امرأة تزوجها رجل فمات عنهاولَ 
يفرض لها صداقا ولَ يدخل بها فاختلفوا إليو قريبا من شهر لايفتيهم 

 ثم قال:أر لها صداق نسائها لاوكس ولاشطط ولها الميراث وعليها
شهد معقل بن سنان الأشجعي أن رسول الله صل الله عليو العدة ف

وسلم قضى فى بروع بنت واشق بِثل ما قضيت )رواه الجمسة 
 وصححو الترمذى(

“Dari  Al-Qamah ia berkata bahwa seorang perempuan telah 

menikah  dengan seorang laki-laki kemudian laki-laki itu mati 

sebelum ia bercampur dengan istrinya itu dan maharnya belum 

ditentukan banyaknya. Al-Qamah berkata mereka mengadukan hal 

tersebut  kepada  Abdullah. Lalu    Abdullah  berpendapat, perempuan 

itu berhak mengambil mahar mitsil sepennuhnya, dan ia berhak 

mendapat  pusaka  dan  wajib  beriddah. Ketika  itu  Ma‟qil  bin  

Sinan Al-Asyja‟i  menyaksikan  bahwa  sesungguhnya  Nabi SAW 

telah  memutuskan  terhadap  Barwa‟a  binti Wasyiq seperti 

keputusan yang dilakukan oleh Abdullah.” (HR.Al-Khamsah yang 

disahhkan  oleh  Tirmidzi)
60

 

Kaitannya dengan penundaan mahar, para fukaha berbeda 

pendapat. Sebagian fukaha melarang menunda pembayaran mahar, 

sementara sebagian ulama membolehkan. Imam Malik menegaskan 

bahwa boleh menunda pembayaran mahar, tetapi apabila suami hendak 

menggauli istrnya, hendaknya ia membayar separuhnya. Sementara 
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penundaan  pembayaran  mahar  harus  tidak terlalu lama. Oleh karena 

itu batas  waktunya harus disepakati oleh kedua belah pihak.
61

 

Dianjurkan untuk menunda pembayaran mahar dengan batas 

waktu  yang  jelas  dan  tidak  sampai  tibanya ajal salah satu pihak.  

Akan tetapi,  Al-Auza’i berpendapat bahwa menunda pembayaran mahar 

dibolehkan meskipun  sampai kematian  atau terjadinya perceraan. 

Penundaan pembayaran mahar tidak berbatas sebagaimana dalam jual-

beli karena  penundaan pembayaran mahar bersifat ibadah. Yang 

terpenting  suami tetap wajib membayar.
62

 

Pertimbangan persamaan antara dua wanita yang sama dalam 

sifatnya adalah persamaan dalam usia, kecerdasan, kecantikan, kekayaan, 

kejelasan berbicara, perawan atau janda, karena mahar akan berbeda 

sebab perbedaan sifat-sifat tersebut.
63

 

Demikian juga yang harus dipertimbangkan adalah kondisi 

suami ketika menentukan ukuran  mahar mitsil. Kondisi suami seperti 

kaya, berilmu, memelihara haram, dan  seterusnya. Jikalau didapatkan 

wanita  keluarga ashabah istri yang sama dalam sifat-sifatnya dan 
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kondisi suaminya juga sama, maka maharnya sama dengan wanita 

tersebut.
64

 

Beberapa kondisi yang mewajibkan mahar mitsil, yaitu dalam 

akad nikah, bersenggama (sebab bercampur  subhat, fasid), khuluk, 

karena persusuan, karena persaksian. Menurut  Syafi’i dan Hambali, 

barangsiapa yang memperkosa seorang wanita, maka dia harus 

membayar mahar mitsil, tetapi bila wanita tersebut bersedia 

melakukannya  dengan rela, maka laki-laki tersebut tidak harus 

membayar  mahar  apa  pun.
65

 

6. Tata Cara Pembayaran  Mahar 

Menurut Prof.Dr.H.Djamaan Nur, pembayaran mahar terbagi  

menjadi dua, yaitu mahar kontan dan mahar berhutang. Pembayaran 

mahar  sebaiknya   dilakukan dengan kontan, dalam pada itu apabila 

calon mempelai wanita menyetujui pembayaran boleh ditangguhkan, 

baik untuk seluruhnya atau sebagian. Hutang mahar seperti itu wajib 

dilunasi dengan cara dan waktu sesuai dengan perjanjian. Jika calon 

mempelai wanita rela menghapuskan hutang itu dan tidak menuntut 

pembayarannya sebesar apa yang telah dihapuskan itu, maka lunaslah 

dia. 
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Syafi’i berpendapat bahwa apabila hutang mahar tidak 

diketahui secara detail, tetapi secara global, misalnya akan dibayar pada 

salah satu di antara dua waktu yang ditetapkan tersebut (sebelum mati 

atau jatuh talak), maka mahar musamma-nya fasid dan ditetapkanlah 

mahar mitsil.
66 

الله عليو وسلم منع عليا ان يدخل  ىوعن ابن عباس ان النبى صل
بفاطمة حتى يعطيها شيئا فقال ما عندى شيء فقال فاين درعك 

 الحطمية فاعطاه اياىا )رواه أبوداودوالنسائى والحكم(
“Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang Ali 

mengumpuli Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya, lalu 

jawabnya : saya tidak punya apa-apa, maka sabda Rasul : 

Dimanakah  baju  besi  hutamiahmu  itu, lalu  diberikanlah  barang 

itu  kepada  Fatimah.”(HR.Abu Daud, An-Nasa‟i dan Hakim)
67 

الله صلى الله عليو وسلم ان ادخل عن عائشة قالت امرنى رسول 
 امرأة على زوجها قبل ان يعطيها شيئا )رواه أبوداود وابن ما جو(

“Dari Aisyah berkata dia : Rasulullah menyuruh saya memasukkan 

perempuan ke dalam tanggungan suaminya sebelum ia membayar 

sesuatu  sebagai  mahar.”(HR.Abu Daud dan Ibu Majah)
68

  

Menurut Kifayatul Ahyar Dalam menentukan mahar ada tiga 

cara, yaitu ditentukan oleh Hakim (pemerintah), ditentukan oleh suami-

istri, ditentukan (diberikan) ketika akan berkumpul. Kalau akan 

berkumpul padahal belum ada mahar baik yang ditentukan oleh hakim 

atau oleh keduanya, suami terlebih dahulu harus memberi mahar yang 
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sesuai dengan keadaan istri. Sebab yang boleh berkumpul tanpa 

menentukan  mahar  hanya Nabi SAW sendiri.
69

  

Adapun cara-cara pelaksanaan pembayaran mahar menurut 

Beni  Ahmad Saebani, yaitu mahar dibayar dengan cara kontan, mahar 

dibayar dengan  cara ditangguhkan sampai batas waktu yang disepakati, 

mahar dibayar dengan cara dicicil sampai lunas dan mahar dibayar 

dengan cara pemberian uang muka dan sisanya diangsur atau sekaligus 

sesuai perjanjian.
70

 

Dalam fikih Islam mahar dipandang sebagai hak yang wajib 

diberikan kepada istri, hanya suami tidak harus segera menyerahkan 

mahar  istrinya pada saat suksesnya akad pernikahan. Akan tetapi, boleh 

menurut kesepakatan, apakah tunai seluruhnya atau diutangkan 

seluruhnya  atau dibayar tunai sebagian dan diutangkan sebagian. Baik 

penangguhan itu dalam tempo yang dekat atau tempo yang lama, baik 

penangguhannya itu pada  tanggal tertentu atau waktu terdekat dari dua 

masa, yaitu meninggal atau talak atau dikredit bulanan atau tahunan, 

semuanya  bergantung pada kesepakatan.  

Jika mahar disebutkan secara mutlak dan keduanya tidak ada 

kesepakatan apakah tunai  atau diutangkan, keputusannya dikembalikan 

kepada Urf pernikahan negeri itu. Mengetahui pembayaran mahar itu 
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tunai mempunyai dampak bahwa istri mempunyai hak mencegah 

penyerahan dirinya kepada suami sehingga mahar segera dibayar 

seluruhnya.
71
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BAB III 

GAMBARAN  UMUM  KECAMATAN  RATU AGUNG 

 

 

A. Letak Geografis 

Kecamatan Ratu Agung merupakan salah satu kecamatan di kota 

Bengkulu. Kecamatan Ratu Agung pada awalnya  menyatu dengan kecamatan 

Gading Cempaka. Berdasarkan data dari Kantor Camat Ratu Agung pada bulan 

Desember tahun  2017, kecamatan Ratu Agung memiliki luas ± 892 ha.
72

  

Kecamatan Ratu Agung merupakan salah satu dari  9  kecamatan 

yang ada di wilayah Kota Bengkulu. Adapun 8 kecamatan lainnya yaitu 

Gading Cempaka, Muara Bangkahulu, Ratu Samban, Kampung Melayu, 

Selebar, Sungai Serut, Teluk Segara dan Singaran Pati. Adapun batas wilayah 

Kecamatan Ratu Agung adalah sebagai berikut : 

1. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Sungai Serut,  

2. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Gading Cempaka,  

3. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Ratu Samban,  

4. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Gading Cempaka.
73

  

Kecamatan Ratu Agung terdiri dari delapan kelurahan, yaitu 

kelurahan Lempuing, kelurahan Kebun Tebeng, kelurahan Tanah Fatah, 
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kelurahan Nusa Indah, kelurahan Kebun Beler, kelurahan Kebun Kenanga, 

kelurahan Sawah Lebar dan kelurahan Sawah Lebar Baru. 

B. Keadaan Penduduk 

Berdasarkan data dari Kantor Camat Ratu Agung pada bulan 

Desember  tahun 2017, jumlah  penduduk kecamatan Ratu Agung sebanyak 

50.052 jiwa. Dengan perincian jumlah laki-laki  24.561 jiwa dan perempuan 

berjumlah 25.491 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga  (KK) di kecamatan 

Ratu Agung sebanyak 13.287 KK. Jumlah Rukun Tetangga (RT) di kecamatan 

Ratu Agung sebanyak 177 orang dan Jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 41 

orang.
74

   

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia  

No. Golongan Umur 

Jenis  Kelamin 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1. 0-6 Tahun 4101 4501 8602 

2. 7-12 Tahun 3852 3770 7622 

3. 13-18 Tahun 4584 5003 9587 

4. 19-24 Tahun 4769 4750 9519 

5. 25-55 Tahun 4714 4919 9633 

6. 56-79 Tahun 2255 2304 4558 

7. 80 Tahun  ke atas  287 244 531 
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Total 24.561 25.491 50.052 

Sumber :Laporan Bulanan Penduduk Kecamatan Ratu Agung Bulan November Tahun 2017. 

Dari tabel 2.1 menunjukkan  bahwa jumlah jenis kelamin perempuan 

berjumlah 25.491  lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang 

berjumlah  24.561, total jumlah penduduk Ratu Agung berjumlah 50.052 jiwa. 

Di Kecamatan Ratu Agung didominasi oleh usia 25-55 Tahun. 

C. Keadaan Sosial Keagamaan 

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk  Berdasarkan Agama 

No Agama Islam Katolik Protestan Hindu Budha 

Aliran 

Jumlah 

Kepercayaan 

1 Lempuing 4880 57 63 8 19 - 5027 

2 
Kebun 
Tebeng 4686 80 159 30 50 - 5005 

3 Tanah Patah 5543 134 111 108 60 - 5956 

4 Nusa Indah 5495 48 84 18 61 - 5706 

5 Kebun Beler 4676 39 32 26 22 - 4795 

6 
Kebun 
Kenanga 6627 69 54 27 38 - 6815 

7 Sawah Lebar 8034 35 23 0 3 - 8095 

8 S.Lebar Baru 8460 73 89 6 25 - 8653 

Jumlah 48.401 535 615 223 278 - 50.052 

Sumber :Laporan Bulanan Penduduk Kecamatan Ratu Agung Bulan November Tahun 2017. 

 



Dari tabel 2.2  menunjukkan bahwa mayoritas penduduk merupakan 

pemeluk agama Islam dengan jumlah 48.401 jiwa.
75

 Kondisi kepercayaan 

masyarakat yang berbeda-beda tidak membuat toleransi dan kerukunan antar 

umat beragama berkurang, sekalipun rumah ibadahnya saling berhadapan 

seperti di Kelurahan Sawah Lebar. Masyarakat Ratu Agung mampu hidup 

berdampingan secara harmonis dengan perbedaan agama. Berdasarkan data 

dari KUA Kecamatan Ratu Agung, ada 59 masjid yang tersebar di delapan 

kelurahannya, terdapat 1 gereja di jalan Merapi Raya Kelurahan Kebun Tebeng 

yang letak bangunannya  berhadapan  langsung dengan Masjid Al-Istiqomah 

yang berjarak hanya beberapa meter, yaitu Gereja Kristen Injili Indonesia 

(GKII).
76

    

D. Keadaan Pendidikan 

Tabel 2.3 Keadaan Penduduk Menurut  Jenjang Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah 

1 Taman Kanak-Kanak (TK) 3797 

2 Sekolah Dasar (SD) 7020 

3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 7380 

4 Sekolah Menengah Atas (SMA) 6645 

5 Perguruan Tinggi (PT) 5105 

Jumlah 29.947 
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Sumber :Laporan Bulanan Penduduk Kecamatan Ratu Agung Bulan November Tahun 2017. 

 

Dari tabel 2.3 menunjukkan bahwa hampir 60% masyarakat 

Kecamatan Ratu Agung adalah orang yang berpendidikan dengan total 29.947 

orang dari jumlah keseluruhannya 50.052 jiwa.  Tingkat pendidikan yang 

paling banyak di Kecamatan Ratu Agung adalah Sekolah Menengah Pertama 

(SMP). Kelurahan yang mayoritas tingkat pendidikan SMP adalah Kelurahan 

Lempuing dan Kebun Tebeng yaitu sebanyak 1.756 dan 1.775 pelajar. 

Kelurahan yang paling banyak tingkat pendidikan TK adalah Kelurahan Sawah 

Lebar Baru yaitu sebanyak 1.286 anak. Kelurahan yang paling banyak tingkat 

pendidikan SD adalah Kelurahan Sawah Lebar Baru yaitu sebanyak 1.124 

pelajar. Dan Kelurahan yang paling banyak tingkat pendidikan SMA adalah 

Kelurahan Lempuing dan Sawah Lebar yaitu 1.460 dan 1.141 pelajar. 

Sedangkan Kelurahan paling banyak tingkat pendidikan Perguruan Tinggi 

adalah Kelurahan Sawah Lebar Baru yaitu 1.355 orang.
77

  

E. Keadaan Ekonomi 

Tabel 2.4 Mata Pencaharian Penduduk 

No Jenis  Pekerjaan Jumlah 

1 Tani 2515 

2 Dagang 4269 

3 PNS 4847 
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4 TNI/POLRI 397 

5 Swasta 9233 

Jumlah 21.261 

Sumber :Laporan Bulanan Penduduk Kecamatan Ratu Agung Bulan November Tahun 2017. 

 

Dari tabel 2.4 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan 

Ratu Agung pekerjaannya  adalah swasta. Hampir 42% dari jumlah 

keseluruhan masyarakat Kecamatan Ratu Agung memiliki mata pencaharian, 

sedangkan sisanya bukan sebagai pengangguran, tetapi sisanya itu adalah 

masyarakat yang masih berada di bangku sekolah.  

Kelurahan yang masyarakatnya paling banyak bekerja sebagai tani 

adalah Kelurahan Kebun Tebeng yaitu sebanyak 857 orang. Kelurahan yang 

masyarakatnya paling banyak bekerja sebagai pedagang adalah Kelurahan 

Lempuing yaitu sebanyak 1.164 orang. Kelurahan yang masyarakatnya paling 

banyak bekerja sebagai PNS adalah Kelurahan Kebun Kenanga yaitu sebanyak 

1.166 orang. Dan Kelurahan yang masyarakatnya paling banyak bekerja 

sebagai TNI/POLRI adalah Kelurahan Kebun Kenanga yaitu sebanyak 90 

orang. Dan Kelurahan yang masyarakatnya paling banyak bekerja di bidang 

swasta adalah  Kelurahan Lempuing yaitu sebanyak 2.913 orang.
78
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BAB IV 

TINJAUAN  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  KEPEMILIKAN  MAHAR  

CINCIN  EMAS  DALAM  TRADISI  PERKAWINAN  MASYARAKAT  

KECAMATAN  RATU  AGUNG  KOTA  BENGKULU  

 

A. Kepemilikan  Mahar  Dalam  Tradisi  Perkawinan  Masyarakat  Ratu  

Agung 

1. Proses  Penentuan  Mahar 

Setelah melakukan wawancara dengan berbagai elemen 

masyarakat yang berhubungan dengan proses pernikahan pada umumnya 

dan yang bermaharkan cincin emas pada khususnya, akhirnya ditemukan 

kejelasan terkait pemahaman masyarakat tentang tata cara perkawinan yang 

dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ratu Agung. Proses 

pernikahannya masih dipengaruhi oleh adat istiadat yang sangat kental dari 

orang tuanya terdahulu. Salah satu contoh, yakni  bagi laki-laki yang ingin 

menghadiri majelis akad nikah, ia harus memakai kopiah, berbaju lengan 

panjang dan harus memakai kain sarung, tidak diperkenankan masuk ke 

dalam majelis pernikahan bagi mereka yang tidak memakai atribut tersebut. 

Kemudian pengantin didampingi oleh pengapit (ulubalang). Ulubalang 

tersebut harus  berpakaian dumpak di kepala, pakai baju putih lengan 

panjang, pakai dasi biasa dan dilapisi dengan baju jas lengan panjang. 

Mereka harus pakai celana panjang warna gelap atau hitam, lalu pakai 

sarung  khusus, setengah tiang.  



Selain itu tanda-tanda memakai adat harus ada sekapur sirih yang 

disebut dengan lengguai yang isinya sirih tujuh lembar, secolet kapur, 

gambir, pinang dan tembakau, serta tujuh batang rokok. Lenggguai ini 

digunakan untuk memadu rasan (atau disebut memadu kulo artinya 

menyambut rombongan). Kemudian ketika  ijab dan qabul dimulai, lengguai 

diletakan di tengah-tengah majelis akad nikah. Setelah itu acara diserahkan 

kepada petugas Kantor Urusan Agama untuk memimpin pelaksanaan Ijab 

dan Kabul hingga selesai.  

Sebelum membahas proses penentuan mahar, berikut ini adalah 

susunan pelaksanaan ijab kabulnya. Pertama, Penghulu membuka acara 

dengan mengajak majelis pernikahan untuk membaca lafaz Basmallah. 

Kemudian Penghulu menyampaikan muqadimahnya, selanjutnya Penghulu 

meminta yang berkepentingan hadir di majelis pernikahan yaitu, wali nikah, 

saksi nikah dua orang laki-laki, yaitu dari pihak laki-laki satu orang dan dari 

pihak perempuan satu orang, lalu Penghulu menyampaikan identitas kedua 

calon pengantin.  

Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi nikah 

kedua calon mempelai dan menanyai calon mempelai perempuan tentang, 

maskawin atau mahar, tentang perjanjian, tentang sighat taklik dibacakan 

atau tidak oleh mempelai laki-laki sesudah ijab dan kabul, termasuk 

pendidikan terakhir dari kedua calon mempelai semuanya ditanya oleh 

Penghulu atau petugas dari Kantor Urusan Agama. Lalu penghulu menanyai 

kedua belah pihak tentang penyerahan mahar yaitu apakah mahar akan 
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diserahkan sekarang  sebelum ijab kabul atau sesudahnya. Penghulu juga 

menawarkan kepada kedua belah pihak apakah ada yang akan 

menyampaikan khotbah nikah, jika tidak ada yang disiapkan dari kedua 

belah pihak, langsung diambil alih oleh Penghulu. 

Selanjutnya  pelaksanaan ijab oleh wali nikah dan kabul oleh 

calon mempelai laki-laki. Setelah itu  mempelai laki-laki membacakan 

sighat taklik talak  sesuai permintaan calon mempelai perempuan 

sebelumnya. Setelah itu  mempelai laki-laki menandatangani sighat taklik 

dan berkas lainnya. Berkas tersebut terdiri dari berkas Daftar Pemeriksaan 

Nikah, Akta Nikah, tanda bukti terima buku nikah, setelah itu baru penanda 

tanganan berkas nikah oleh kedua belah pihak yang berkepentingan 

langsung dalam pernikahan ini yaitu mempelai laki-laki, mempelai 

perempuan, wali nikah, saksi nikah dari pihak laki-laki dan dari pihak 

perempuan lalu petugas atau Penghulu.  

Kemudian Penghulu mengumumkan kedua mempelai bahwa 

mereka berdua sudah diijabqabulkan alias sudah menjadi suami isteri yang 

sah. Setelah itu baru penyerahan mahar atau maskawin oleh mempelai laki-

laki kepada mempelai perempuan. Kemudian  baru Penghulu menyerahkan 

kepada kedua mempelai buku nikahnya. 

Setelah melakukan penelitian tentang proses penentuan mahar 

ternyata yang berhak menentukan jumlah dan bentuk mahar itu  bervariasi. 



Menurut Ibu Lia Gusniaty dan Bapak Rokky Novri Indra
79

, Ibu Ega 

Febriyani  dan Bapak Efandri Pratama yang menentukan jumlah mahar  

adalah mereka berdua. Menurut Ibu Nopiyanti  dan Bapak Sunaldi yang 

menentukan adalah mereka berdua dan negosiasi dengan orang tua Ibu 

Nopiyanti. Menurut Ibu Melani dan Bapak Rully, Ibu Reni Oktavia dan 

Bapak Anori Setiawan, Ibu Winny Lestari dan Bapak Liyon Sagitra, Ibu 

Kiki Anggita dan Bapak Riski Febrian Pratama yang menentukan adalah 

calon pengantin perempuan dan orang tuanya. Menurut Ibu Vera Aprichilia  

dan Bapak Ilhamsyah Sitorus, Ibu Winny Lian Seventeen dan Bapak 

Muhammad Herfianysah yang menentukan adalah calon pengantin 

perempuan.  

Mengenai pihak yang menentukan bentuk mahar, menurut Ibu Lia 

Gusniaty dan Bapak Rokky Novri Indra, Ibu Reni Oktavia dan Bapak Anori 

Setiawan, Ibu Ega Febriyani  dan Bapak Efandri Pratama, Ibu Winny Lian 

Seventeen dan Bapak Muhammad Herfianysah yang menentukan bentuk 

mahar  adalah mereka berdua. Menurut Ibu Nopiyanti dan Bapak Sunaldi, 

Ibu Melani dan Bapak Rully, Ibu Winny Lestari dan Bapak Liyon Sagitra,  

Ibu Kiki Anggita dan Bapak Riski Febrian Pratama yang menentukan 

adalah mereka berdua dan negosiasi dengan orang tua dari calon pengantin 

wanita. Menurut Ibu Vera Aprichilia  dan Bapak Ilhamsyah Sitorus yang 

menentukan adalah Ibu Vera  sendiri.  
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Menurut  Bapak Rudian selaku Kepala KUA Kecamatan Ratu 

Agung,  pihak yang menentukan  jumlah dan bentuk mahar perkawinan 

adalah pasangan pengantin itu sendiri.
80

 Sedangkan menurut  Bapak  Dahlan 

selaku ketua adat setempat pihak yang berhak menentukan jumlah dan 

bentuk mahar adalah calon pengantin perempuan.
81

 

Mengenai waktu untuk menentukan jumlah mahar perkawinan, 

Menurut Ibu Lia Gusniaty dan suaminya, Ibu Vera Aprichilia  dan Bapak 

Ilhamsyah Sitorus, Ibu Reni Oktavia dan Bapak Anori Setiawan, Ibu Ega 

Febriyani  dan Bapak Efandri Pratama, Ibu Winny Lian Seventeen dan 

Bapak Muhammad Herfianysah, Ibu Winny Lestari dan Bapak Liyon 

Sagitra jumlah mahar ditentukan  sebelum mereka mendaftar ke KUA. 

Menurut Ibu Nopiyanti dan bapak Sunaldi, Ibu Kiki Anggita dan Bapak 

Riski Febrian  Pratama  jumlah  mahar perkawinan mereka tentukan 

sebelum mereka mendaftar ke KUA, yakni sebelum acara lamaran.  

Menurut Ibu Melani dan bapak Rully  jumlah mahar perkawinan ditentukan 

sebelum mendaftar ke KUA yakni ketika proses negoisasi dengan orang 

tua.
82

  

Sedangkan mengenai waktu  untuk menentukan bentuk mahar 

menjadi 2 bentuk cincin, Menurut  Ibu Lia Gusniaty dan Bapak Rokky 

Novri Indra, Ibu Nopiyanti dan Bapak Sunaldi, Ibu Melani dan Bapak 

Rully, Ibu Vera Aprichilia  dan Bapak Ilhamsyah Sitorus, Ibu Ega Febriyani  
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dan Bapak Efandri Pratama, Ibu Winny  Lian Seventeen dan Bapak 

Muhammad  Herfiansyah bentuknya ditentukan setelah mereka mendaftar 

ke KUA karena sebelumnya belum kepikiran untuk melakukan proses 

pemasangan cincin. Menurut Ibu Kiki Anggita dan Bapak Riski Febrian 

Pratama, Ibu Winny Lestari dan Bapak  Liyon Sagitra,  Ibu Reni Oktavia 

dan Bapak Anori Setiawan bentuknya ditentukan sebelum mendaftar ke 

KUA, yakni ketika acara lamaran.  

Menurut Bapak Rudian waktu untuk  menentukan jumlah dan 

bentuk mahar perkawinan ialah ketika calon pasangan pengantin itu 

mendaftar ke KUA.
83

 Sedangkan menurut  Bapak Dahlan waktu yang tepat 

untuk menentukan jumlah mahar adalah sebelum mendaftar ke KUA, 

biasanya mahar ditentukan setelah negoisasi berapa hantaran dengan 

pertimbangan ketua adat kedua belah pihak. Sedangkan bentuk mahar itu 

waktu penentuannya bervariasi, ada yang sebelum mendaftar ke KUA, 

seperti acara lamaran atau pihak-pihak terkait bermusyawarah seadanya 

saja, ada pula yang ditentukan setelah mendaftar ke KUA karena ide untuk 

melakukan pemasangan cincin itu muncul belakangan.
84

 

Mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan jumlah 

mahar, menurut Ibu Lia Gusniaty dan Bapak Rokky Novri Indra, Ibu 

Nopiyanti dan Bapak Sunaldi, Ibu Winny Lian Seventeen dan Bapak 

Muhammad Herfianysah pihak yang terlibat ialah mereka berdua dan 
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didampingi oleh orang tua masing-masing. Menurut Ibu Melani dan Bapak 

Rully yang terlibat adalah mereka berdua, dan disaksikan juga oleh orang 

tua  masing-masing serta para kerabat.
85

  

Menurut Ibu Vera Aprichilia  dan Bapak Ilhamsyah Sitorus, Ibu 

Ega Febriyani  dan Bapak Efandri Pratama yang  terlibat adalah tidak ada, 

benar-benar murni hanya calon istrinya, tidak ada keterlibatan apa pun dari 

pihak lain dan suaminya hanya menyetujuinya  saja. Menurut Ibu Reni 

Oktavia dan Bapak Anori Setiawan, Ibu Winny Lestari dan Bapak Liyon 

Sagitra, Ibu Kiki Anggita dan Bapak Riski Febrian Pratama yang terlibat 

adalah mereka berdua, disaksikan pada acara lamaran oleh kedua orang tua 

masing-masing, para kerabat, tetangga dan ketua adat kedua belah pihak. 

Sedangkan mengenai pihak yang terlibat menentukan bentuk 

mahar menjadi dua cincin emas, menurut Ibu Lia Gusniaty dan Bapak 

Rokky Novri Indra, Ibu Winny Lian Seventeen dan Bapak Muhammad 

Herfiansyah pihak yang terlibat ialah mereka berdua dan didampingi oleh 

orang tua masing-masing. Menurut Ibu Nopiyanti dan Bapak Sunaldi, Ibu 

Vera Aprichilia  dan Bapak Ilhamsyah Sitorus, Ibu Ega Febriyani  dan 

Bapak Efandri Pratama, Ibu Winny Lestari dan Bapak Liyon Sagitra tidak 

ada keterlibatan dari pihak lainnya, hanya mereka berdua.  

Menurut Ibu Melani  dan Bapak Rully yang terlibat adalah 

mereka berdua, dan disaksikan oleh orang tua masing-masing serta para 
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kerabat.
86

 Menurut Ibu Reni Oktavia dan Bapak Anori Setiawan, Ibu Kiki 

Anggita dan Bapak Riski Febrian Pratama  yang terlibat mereka berdua, 

disaksikan pada acara lamaran oleh kedua orang tua masing-masing, para 

kerabat, tetangga dan ketua adat kedua belah pihak. 

Menurut  Bapak  Rudian tidak ada keterlibatan  dari  pihak 

lainnya, hanya  calon suami  dan calon istri saja yang terlibat dalam proses 

penentuan jumlah  dan  bentuk  mahar perkawinan.
87

 Sedangkan menurut 

Bapak Dahlan, pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan jumlah dan 

bentuk  mahar adalah pasangan calon pengantin, orang tua kedua belah 

pihak  dan  disaksikan juga oleh para kerabat, tetangga, ketua RT serta ketua 

adat. Ketua adat pun hanya menyaksikan dan mendengar  saja dalam proses  

penentuan mahar tersebut, ketika adat kedua belah pihak tidak bersesuaian 

barulah ketua adat kedua belah pihak mencari solusinya.
88

  

Menurut Ibu Patimah, Bapak H.Muhammad Rusami, S.Ag dan 

Bapak  H.Muhammad Ihsan Nasution, SH selaku tokoh masyarakat 

setempat  mengatakan bahwa mereka tidak ada keterlibatan secara langsung 

dalam proses penentuan mahar perkawinan di Kecamatan Ratu Agung, 

hanya sekedar menyaksikan dan mendengar ketika acara lamaran, mereka 

juga  tidak hadir ketika acara negoisasi antara kedua belah pihak .
89
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Mengenai jumlah mahar perkawinan ketika awal mendaftar, 

menurut  Bapak  Rudian  jumlahnya  bermacam-macam, dalam  artian 

bahwa  setiap calon pasangan pengantin itu maharnya berbeda-beda  antara 

satu dengan yang lain ketika mendaftar.
90

 Sedangkan jumlah mahar ketika 

hari pernikahan itu ada beberapa pasangan yang maharnya sesuai dengan 

yang di awal mendaftar dan ada juga beberapa pasangan yang maharnya 

tidak sesuai dengan ketentuan di awal mendaftar yakni ada pengurangan 

atau pun  penambahan  jumlahnya.
91

 

Berdasarkan data di atas, dapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

mayoritas yang menentukan  jumlah dan bentuk mahar perkawinan adalah 

pasangan. Hanya  ada beberapa pasangan yang orang tuanya ikut membantu 

menentukan jumlah dan bentuk mahar perkawinan. Mayoritas pihak yang 

terlibat  dalam menentukan jumlah mahar adalah pasangan dan didampingi 

orang tua dan mayoritas pihak yang terlibat menentukan bentuk mahar 

menjadi 2 cincin emas adalah pasangan.  

2. Kepemilikan Mahar Untuk Istri Menurut Masyarakat Ratu Agung 

Mengenai waktu penyerahan mahar kepada pihak perempuan 

menurut  Bapak Rudian, mahar perkawinan itu diserahkan kepada pihak 

perempuan mayoritas ketika setelah ijab qabul, tergantung permintaan 

mempelai.
92

 Begitu juga menurut  Ibu Lia  Gusniaty bahwa : 
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“Mahar  perkawinan kami  diserahkan kepada saya setelah ijab qabul dan 

pihak saya  menerima  mahar tersebut setelah akad nikah”,
93

 hal senada 

juga dikatakan oleh seluruh informan lainnya.  

Sedangkan menurut Bapak Dahlan selaku ketua adat, mahar itu 

diserahkan bisa sebelum akad nikah dan bisa setelah akad nikah, orang tua  

calon pengantin perempuan yang menerima maharnya kalau sebelum ijab 

qabul, artinya adat menentang cincin dipakaikan langsung oleh calon 

pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan karena belum sah.
94

 

Mengenai kebiasaan tukar cincin yang ada  pada masyarakat  

Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dalam proses  pernikahan, pertama 

tukar cincin tunangan, menurut Ibu Reni Oktavia  bahwa “saya dan suami 

saya tidak melakukan tukar cincin tunangan”,
95

 begitu pun jawaban semua 

informan lainnya. Dengan demikian mereka tidak ada cincin tunangannya.  

Kedua, tukar cincin pada hari akad nikah, menurut Ibu Winny 

Lian Seventeen dan Bapak Muhammad Herfianysah bahwa : 

“Iya benar kami  telah melakukan tukar cincin pada hari akad nikah kami 

dan cincin yang digunakan adalah cincin mahar saat akad nikah kami.” 

Semua  informan pasangan suami-istri lainnya juga mengatakan hal yang 

serupa.  

Ketiga, tukar cincin pada hari resepsi pernikahan, ada enam 

pasangan suami-istri yang melakukan tukar cincin pada hari resepsi 

pernikahan, yaitu Ibu Lia Gusniaty dan Bapak Rokky Novri Indra, Ibu Vera 
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Aprichilia  dan Bapak Ilhamsyah Sitorus, Ibu Reni Oktavia dan Bapak 

Anori Setiawan, Ibu Winny Lian Seventeen dan Bapak Muhammad 

Herfianysah, Ibu Winny Lestari dan Bapak Liyon Sagitra serta Ibu Melani 

dan Bapak Rully. Menurut mereka cincin  yang digunakan adalah cincin 

yang sama pada  hari akad nikah, yakni cincin mahar perkawinan mereka. 

Jadi, dari penjelasan di atas diketahui bahwa cincin emas yang   

dipasangkan kepada suami adalah cincin  emas  yang  dijadikan   mahar saat  

akad  nikah. 

Mengenai  jumlah  mahar  yang telah disepakati  dalam  

perjanjian itu  bermacam-macam.  Menurut  Ibu Kiki Anggita dengan mahar 

yang telah  disepakati berupa 6 gram cincin emas, 6 gram inilah yang  

disebutkan pada lafaz ijab qabulnya dan tunai.  Sedangkan besar mahar yang 

diterima setelah ijab qabul adalah sebagiannya, dari 6 gram tersebut 

dibentuk 2 cincin, sehingga istri menerima hanya seberat 3 gram cincin 

emas.
96

 

Menurut Ibu Reni Oktavia, Ibu Vera
97

 dan Ibu Melani dengan 

mahar yang telah disepakati berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas  

10 gram, 10 gram inilah yang disebutkan pada lafaz ijab qabulnya dan tunai.  

Sedangkan besar mahar yang diterima setelah ijab qabul adalah separuhnya, 
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dari 10 gram tersebut dibentuk 2 cincin, sehingga istri menerima hanya 

seberat 5 gram cincin emas. 

Menurut Ibu dr.Lia Gusniaty Mochtaridi mahar yang telah 

disepakati berupa cincin emas  17 gram, 17 gram inilah yang disebutkan 

pada lafaz ijab qabulnya dan tunai.  Sedangkan besar mahar yang diterima 

setelah ijab qabul adalah 11 gram cincin emas.
98

 

Menurut Ibu Winny Lestari mahar yang telah disepakati berupa 

cincin emas  12 gram, 12 gram inilah yang disebutkan pada lafaz ijab 

qabulnya dan tunai serta 12 gram tersebut dibentuk 2 cincin sehingga istri 

menerima hanya seberat  7 gram cincin emas.
99

 

Menurut Ibu Nopiyanti dan Ibu Ega  Febriyani
100

 mahar yang 

telah disepakati berupa cincin emas  5  gram, 5  gram inilah yang disebutkan 

pada lafaz ijab qabulnya dan tunai.  Sedangkan besar mahar yang diterima 

setelah ijab qabul adalah sebagiannya, dari 5 gram tersebut dibentuk 2 

cincin, sehingga istri menerima hanya seberat  2,5  gram cincin emas.
101

 

Menurut Ibu Winny Lian Seventeen  mahar yang telah disepakati 

berupa cincin emas  7  gram, 7  gram inilah yang disebutkan pada lafaz ijab 

qabulnya dan tunai serta dari 7 gram tersebut dibentuk 2 cincin.  Sedangkan 

                                                             
98Lia Gusniaty Mochtaridi dan Rokky Novri Indra Yuli, Pasangan Suami Istri,   

Wawancara, 18 Januari 2018.    
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Winny Lestari  dan Liyon Sagitra, Pasangan Suami Istri, Wawancara,  21 Januari 2018.  
100Ega Febriyani dan Efandri Pratama, Pasangan Suami Istri,  Wawancara, 20 Januari 

2018.   
101Nopiyanti dan Sunaldi, Pasangan Suami Istri, Wawancara,  18 Januari 2018.  
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besar mahar yang diterima istri setelah ijab qabul adalah hanya seberat  4  

gram cincin emas.
102

 

 Menurut Bapak  Dahlan  selaku  ketua adat setempat sejak 

dahulu mahar itu tentu hak penuh perempuan. Sedangkan menurut Ibu 

Patimah, Bapak Rusami dan Ihsan Nasution bahwa  mereka  mengetahui 

mahar adalah hak penuh si perempuan.
103

 

Berdasarkan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mayoritas istri menerima  mahar cincin emas yang beratnya sama dengan 

mahar cincin emas yang ada pada suami. Hanya ada tiga pasangan yang istri 

menerima mahar lebih besar daripada mahar  yang ada pada suami. 

3. Kepemilikan Mahar Untuk Suami Menurut Masyarakat Ratu Agung 

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Bapak Rudian, Bapak 

Dahlan, Ibu Patimah, Bapak Rusami dan Bapak Ihsan Nasution, mereka  

pernah  menyaksikan peristiwa dimana sebagian mahar cincin emas itu 

untuk suami. Mengenai tanggapan mereka terkait hal tersebut, menurut 

Bapak  Dahlan  ia  tidak  setuju  karena  mahar itu hak penuh perempuan 

dan  tukar cincin yang demikian tidak diatur dalam adat, entah dari mana  

pemikiran  yang seperti itu. Sedangkan  menurut  Bapak  Rusami   dan 

Bapak Ihsan Nasution hal tersebut tidak dibenarkan karena mahar adalah  

hak  penuh perempuan dan diharamkan bagi laki-laki memakai emas, 

                                                             
102

Winny Lian Seventeen dan Muhammad Herfiansyah, Pasangan Suami Istri,  

Wawancara,  20 Januari 2018.   
103Patimah, S.Ag, H.Muhammad Rusami, S.Ag,  H.Muhammad  Ihsan Nasution, SH,  

Tokoh Masyarakat,  Wawancara,  8 Februari  2018 dan  11 Februari  2018.  



menurut  hukum  agama  begitu  dan  hal  seperti itu tidak diatur dalam adat, 

artinya telah terjadi penyimpangan adat.
104

  

Menurut  Ibu  Patimah selaku penyuluh agama, ia sangat  tidak  

setuju karena mahar adalah  hak  penuh  perempuan  dan  pemasangan 

cincin itu bukanlah budaya Islam, ditambah lagi laki-laki berani memakai 

emas, bila untuk keadaan  yang  sangat  membutuhkan pun tetap harus 

meminta  kerelaan dari  istri.
105

  Sedangkan  menurut  Bapak Rudian tentu 

mahar tidak dibolehkan bagi  suami  untuk  mendapat sebagian mahar 

karena itu menjadi hak istri. Jika terjadi, itu berarti masyarakatnya tidak 

paham  tentang  kedudukan mahar tersebut.
106

 

Mengenai mahar adalah hak penuh istri, menurut tujuh pasang 

suami-istri, mereka tidak mengetahui bahwa maharnya itu menjadi hak 

penuh istrinya. Itu berarti mereka pun tidak mengetahui bahwa  jumlah 

maharnya itu menjadi berkurang dari jumlah mahar yang diucapkan saat 

akad nikah, sedangkan satu pasangan  yang lainnya mengatakan bahwa 

mereka sudah mengetahui bahwa mahar adalah hak penuh perempuan. Satu 

pasangan mengatakan bahwa sebelumnya mereka tidak mengetahui, 

sepengetahuan mereka mahar itu hanya pemberian semata semisal dengan 

                                                             
104H.Muhammad Rusami, S.Ag, Tokoh Masyarakat,  Wawancara,  11 Februari  2018.   
105Patimah, Tokoh Masyarakat, Wawancara, 08 Februari 2018.  
106Rudian,  Kepala KUA Kecamatan Ratu Agung, Wawancara, 17 Januari 2018.  
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cincin kawin jadi boleh saja dibagi-bagi, tetapi  ketika di BP4  diberi tahu 

apa yang salah dan apa yang benar.
107

  

Mengenai  jumlah  mahar yang perempuan berikan kepada suami 

itu bermacam-macam. Menurut Bapak Rokky Novri Indra mahar yang ia 

terima adalah sebentuk cincin emas 6, 48 gram, Bapak Sunaldi dan Bapak 

Bapak  Efandri Pratama menerima  sebentuk cincin emas 2,5 gram, Bapak 

Rully, Bapak Ilhamsyah Sitorus, Bapak Muhammad Herfianysah  dan 

Bapak Anori Setiawan  menerima  sebentuk cincin emas 5 gram,  sedangkan 

Bapak Liyon Sagitra menerima  sebentuk cincin logam mulia 5 gram,  

Bapak Riski Febrian Pratama sebentuk cincin emas 6 gram. Semua 

informan di atas  menerima bagiannya setelah ijab qabul. Fakta lapangan 

menunjukkan bahwa  bagian  mahar yang diberikan kepada suami tidak 

lebih besar dari berat cincin yang ada pada istri dan hanya ada satu pasang 

yang suaminya tidak memakai cincin emas, tetapi sebentuk cincin logam 

mulia. Bahkan menurut Bapak Liyon Sagitra ia  menyebutkan pada lafaz 

ijab kabulnya adalah  tunai,
108

 semua informan lainnya juga berkata 

demikian.  

Bapak Ilhamsyah Sitorus  mengatakan bahwa : 

“mahar perkawinan kami diserahkan ketika proses ijab kabul selesai 

dengan alasan sengaja diakhirkan supaya penyerahannya sekaligus 

diabadikan oleh kamera mulai dari penyerahan mahar, pemasangan 

cincin, penyerahan buku nikah dan berfoto bersama keluarga dan kerabat  

                                                             
107Kiki Anggita dan Riski Febrian Pratama,  Pasangan Suami Istri,  Wawancara,  28 

Januari 2018.   
108Winny Lestari  dan Liyon Sagitra, Pasangan Suami Istri, Wawancara,  21 Januari 2018.   



serta  bersalaman  dengan keluarga  dan  kerabat, sehingga tidak 

menggangu   pelaksanaan  ijab kabulnya, kalau  sebelum akad 

dikhawatirkan akan mengganggu waktu untuk ijab kabul, apalagi kalau 

acara nikahan kami selesai dalam sehari”. Semua informan lainnya juga 

mengatakan hal serupa. 

Mengenai kelanjutan status kepemilikan sebagian mahar cincin 

emas untuk suami,  Bapak Anori Setiawan mengatakan bahwa :  

“sebagian cincin emas yang ada di jari saya menjadi hak  penuh  saya  

sebagai  tanda  bahwa saya sudah ada yang memiliki,  lebih kurang 

samalah  pemasangan cincin  setelah akad dengan pemasangan  cincin 

saat  pinangan”.
109

  Seluruh  informan lainnya juga berkata demikian. 

Jadi mereka menyamakan tukar cincin saat pinangan dengan tukar  cincin 

saat akad nikah. 

Mengenai alasan istri memberikan  sebagian  mahar  kepada 

suami, dari sembilan informan, alasan lima informan sebagaimana 

disampaikan oleh Ibu Vera A bahwa : 

“Sebenarnya ya terpaksa  hanya  untuk  tuntutan kamera supaya bisa 

diabadikan dan pemasangan cincin ini kan memang sedang trend, lihat 

saja di siaran televisi dan media cetak,  dan hanya ingin mengikuti gaya 

hidup kekinian. Ketika sebelum pemasangan  pun  petugas KUA  

menegur  kami, kalau hanya untuk   simbol tidak apa dan tidak boleh 

mengganggu  jumlah maharnya.”
110

  

Alasan informan  lainnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Ega 

dan Ibu Reni bahwa  : 

“karena tukar-cincin itu terlihat indah dipandangan orang banyak, prosesi 

nikah menjadi lebih mewah dengan tukar cincin itu dan hanya ingin ikut-

ikutan gaya hidup kekinian.  Di zaman sekarang  pemasangan cincin ini 

seolah-olah menunjukkan  bahwa  suasana  akad  nikahnya  romantis.” 
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Reni Oktavia dan  Anori Setiawan,  Pasangan Suami  Istri, Wawancara, 19 Januari 

2018.  
110Vera Aprichilia Putri dan M.Ilhamsyah S, Pasangan  Suami Istri, Wawancara, 19 

Januari  2018.    
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Sedangkan menurut informan lainnya, sebagaimana disampaikan oleh Ibu 

Winny Lestari dan Ibu Winny Lian bahwa : 

“Alasannya karena  untuk  cincin  kawin kami, sebagai  tanda  kami  

sudah ada yang memiliki dan ingin mengikuti gaya hidup  kekinian, juga 

indah ketika difoto dengan bentuk  cincin  yang  sama di jari  masing-

masing,  sehingga  bisa  dibedakan  antara  bujang  atau  sudah  beristri.” 

Memperhatikan  jawaban di atas,  penulis dapat memahami 

bahwa calon pengantin  ini  menyamakan  antara  maskawin  atau  mahar itu 

dengan tukar  cincin ketika masa pinangan menurut adat Bengkulu. Padahal 

yang dinamakan  cincin  tunangan itu bukan berupa mahar atau maskawin, 

akan tetapi dia adalah bahasa simbol dari kedua belah pihak bahwa bujang 

dan gadis yang memakai cincin itu sudah bertunangan atau telah terikat 

janji.  

Biasanya cincin tunangan  atau pinangan menurut adat Bengkulu 

itu dilakukan  setelah  perjanjian  atau  rasan pinangan  itu  dituakan atau 

dengan istilah  lain  sudah  diketahui oleh kedua belah pihak orang tua, 

unsur syarak, adat dan pemerintah setempat, barulah diberi tanda dengan 

tukar cincin. Akan tetapi untuk masyarakat  menengah ke bawah acara 

pinangan  ini  khususnya  di Kecamatan  Ratu Agung sudah jarang 

dilakukan. Sedangkan  untuk  masyarakat  menengah  ke  atas ini masih 

tetap berlaku. 

Mengenai pandangan suami salah atau benar  bila suami 

menerima sebagian mahar cincin emas, hanya  Bapak  Riski Febrian 

Pratama  yang mengatakan salah, menurutnya  



“Salah karena saya diberi tahu oleh penghulu bahwa mahar adalah hak 

istri saya dan tidak boleh dibagi-bagi kecuali atas kerelaan istri saya, 

jumlah mahar juga tidak boleh mengurangi dari jumlah yang telah 

disepakati, kalau mau ditambah untuk proses  tukar cincin ya tidak apa-

apa,  untuk tukar cincin emas diizinkan kalau hanya untuk symbol untuk 

berfoto-foto saja.” 

 

Sedangkan delapan informan yang lain mengatakan  benar  dan  sah-sah  

saja, seperti yang dikatakan oleh Bapak Sunaldi bahwa milik istri adalah 

miliknya juga karena  istri  pun  adalah  milik  suaminya.   

Mengenai  sebentuk  mahar  cincin emas menjadi hak penuh 

suami atau tidak,  menurut Bapak  Efandri  Pratama  : 

“Iya cincin emas yang ada pada saya menjadi hak saya  sepenuhnya”,
111

 

begitu pun menurut semua pasangan  lainnya.  

Adapun  cara kepemilikan mahar cincin emas itu bermacam-

macam.  Menurut Bapak Riski Febrian Pratama, Bapak Liyon Sagitra  dan 

Bapak  Rendi mereka memiliki cincin emas itu hanya sepanjang pernikahan 

berlangsung, mereka tidak boleh menjualnya sepanjang ikatan pernikahan 

masih utuh, tetapi  bila  sudah  bercerai  itu  kesepakatan  antara suami istri 

apakah istri  ingin  mengambilnya  atau  diikhlaskan  untuk  suami dan 

boleh menjualnya. Ini  berarti  cincin  akan selalu terpasang di jari suami 

sepanjang  pernikahan  masih  utuh.   

Sedangkan menurut  Bapak Sunaldi dan  Bapak  Efandri  Pratama  

sebentuk  emas  tersebut boleh dijualnya tanpa harus  meminta  izin istri 

kapan  pun karena benar-benar  haknya, cincinnya   selalu  terpasang  di  
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jari.  Sedangkan menurut empat pasangan lainnya sebentuk emas tersebut 

boleh  dijualnya  dengan  persetujuan  istri  dan  dalam  keadaan  sangat  

membutuhkan serta mereka menyimpan  cincin  itu  di dalam  dompetnya.  

Berdasarkan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mayoritas istri tidak rela  atas kepemilikan sebentuk cincin emas untuk 

suami dan beralasan  hanya untuk ikut menciptakan gaya hidup baru. 

B. Kepemilikan  Mahar Dalam  Tradisi  Perkawinan  Masyarakat  Ratu  

Agung Menurut  Hukum  Islam 

1. Kepemilikan Mahar Untuk Istri Pada Masyarakat Ratu Agung Ditinjau 

dari Hukum Islam 

Mahar ialah pemberian  seorang suami kepada istrinya sebelum, 

sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian yang 

wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.
112

 Menurut penulis 

mahar adalah bentuk nafkah pertama yang wajib diberikan oleh suami 

kepada istrinya  yang besar dan kecilnya tidak dibatasi dalam Islam. 

Adapun penentuan mahar pada masyarakat Kecamatan Ratu 

Agung,  mayoritas  yang  menentukan  jumlah dan bentuk mahar 

perkawinan adalah pasangan. Hal tersebut dibolehkan dalam Islam.  

Mengenai penyerahan mahar pada  masyarakat Kecamatan Ratu Agung 

mayoritas  dilakukan  setelah  ijab kabul. Hal  tersebut  tidak  bertentangan  

dengan hukum Islam. Mahar  juga  diberikan kepada perempuan, tidak  

menjadi  hak  ayah atau ibunya, hal ini juga tidak bertentangan dengan 

                                                             
112H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah,…, h.131.  



hukum Islam sebagaimana  kewajiban   memberi mahar kepada perempuan 

terdapat dalam Alquran  dan  Hadis  berikut ini : 

                          

        

“Berikanlah  maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai  pemberian  dengan  penuh  kerelaan. kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 

senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 

makanan)  yang  sedap  lagi  baik akibatnya.”(QS.An-Nisa‟:4) 

البخاري ومسلم{ تَمِسْ وَلَوْخَاتََاًمِنْ حَدِيْدٍ }رواهلْ اِ  … 

“Carilah  Maskawin walau hanya cincin besi” (HR.Bukhari dan 

Muslim)
113

 

                        

                          

             

“Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud 

menikahkan  kamu  dengan  salah  seorang  dari  kedua  anakku  ini, 

atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika 

kamu  cukupkan  sepuluh  tahun  Maka  itu  adalah (suatu  kebaikan) 

dari kamu, Maka  aku  tidak  hendak memberati kamu. dan kamu 

insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang 

baik.”(QS.Al-Qashshah:27) 

Mahar  yang  diberikan  kepada calon istri harus memenuhi 

syarat-syarat, yaitu  harta  atau  bendanya  berharga, barangnya suci dan bisa 
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diambil manfaatnya, barangnya bukan barang ghasab, bukan barang yang 

tidak  jelas keadaan dan jenisnya.
114

 

Berdasarkan hasil penelitian, jenis mahar pada masyarakat 

Kecamatan  Ratu Agung telah sesuai dengan kriteria di atas, yakni 

berbentuk cincin emas. Penulis  menggunakan  kata berbentuk dan bukan 

sebentuk karena fakta di lapangan, cincinnya ada dua, bukan hanya satu 

cincin. Menurut  pendapat lain, syaratnya  mahar  dimiliki  dengan 

pemilikan  sempurna  dan  mampu  diserahkan.
115

 

Menurut Prof.Dr.H.Djamaan Nur, pembayaran mahar terbagi  

menjadi dua, yaitu mahar kontan dan mahar berhutang. Pada masyarakat 

Kecamatan  Ratu  Agung  mayoritas  lafaz kabulnya diucapkan dengan 

tunai, ini  berarti  bahwa  maharnya  tidak  berhutang. 

Berdasarkan uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa 

kepemilikan mahar untuk istri pada Kecamatan Ratu Agung tidak ada 

permasalahan  yang mayoritas mahar ditentukan oleh pasangan dan  

diterima  setelah  ijab  qabul. Hanya ada beberapa pasangan yang orang 

tuanya  ikut  terlibat  dalam  proses  penentuan  mahar. 

2. Kepemilikan Mahar Untuk Suami Pada Masyarakat Ratu Agung 

Ditinjau dari Hukum Islam 

Pada zaman Jahiliyah dahulu, hak dan kedudukan wanita itu 

dihilangkan  atau  disia-siakan. Mahar  pada  zaman Jahiliyah tidak 

                                                             
114Abdul Rahman Ghozali,  Fiqh Munakahat,  (Jakarta:Kencana, 2008), h.87-88.  
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diberikan kepada wanita, tetapi  diberikan kepada ayahnya. Ayahnyalah 

yang  berhak  dan  berwenang atas mahar itu. Islam  datang  menghapuskan 

kebiasaan  Jahiliyah  yang  salah  tersebut.
116

  

                          

        

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan 

senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai 

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(QS.An-Nisa‟:4) 

Ayat di atas menerangkan bahwa mahar ialah pemberian yang 

wajib, tidak boleh digugurkan atau dikurangi, tetapi jika istri merelakan 

untuk  suami  menggunakannya, tidak  ada  unsur paksaan,  maka 

dibolehkan bagi  suami  untuk menikmatinya. Permasalahannya di sini 

masyarakat  tidak  tahu bahwa mahar hak perempuan, sepengetahuan 

mereka  hanya cincin kawin dan mereka tidak tahu bahwa maharnya 

menjadi  hutang  serta mereka melakukan pemasangan yang sekaligus 

mahar  itu dengan landasan hanya untuk mengikuti gaya hidup kekinian. 

Mengenai kebiasaan tukar cincin yang ada  pada masyarakat  

Kecamatan  Ratu  Agung  Kota Bengkulu dalam proses  pernikahan, 

pertama tukar cincin tunangan, kebiasaan tukar  cincin  tunangan tidak 

bertentangan dengan hukum Islam, apalagi adat di Kecamatan Ratu Agung 

                                                             
116Djamaan Nur, Fiqh Munakahat,…, h.83.   
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menentang lelaki memasangkan secara langsung kepada wanita, tetapi 

diwakilkan oleh orang tuanya.  

Kedua, tukar cincin pada hari akad nikah dan cincin yang 

digunakan  adalah  cincin   mahar  perkawinan  mereka. Proses  kedua  

inilah  yang  menimbulkan  permasalahan.  Menurut  Islam  mahar  adalah  

hak  penuh  istri dan boleh digunakan apabila istri meridhoinya berdasarkan 

QS. An-Nisa ayat 4. Ketika  istri tidak rela atau terpaksa, maka suami 

terhutang  sebentuk cincin  emas seperti yang dilakukan oleh beberapa 

informan.  

Ketiga, tukar cincin pada hari resepsi pernikahan, ada enam   

pasangan  suami-istri  yang  melakukan  tukar cincin pada hari resepsi 

pernikahan. Cincin  yang digunakan  adalah cincin yang sama pada  hari 

akad nikah, yakni cincin mahar  perkawinan mereka. Bila cincin yang 

digunakan untuk tukar cincin dan pria tidak memakai emas, maka 

dibolehkan.  Tetapi  bila  cincinnya adalah mahar tadi dan emas dipakai oleh 

pria, serta  ada unsur  keterpaksaan dalam hati istri seperti yang 

diungkapkan oleh beberapa informan wanita, maka hal tersebut hukumnya 

haram  dan suami  harus segera melunasi hutang maharnya sebagaimana 

hadis berikut ini : 

 أحق الشروط أن توفوا بو ما استحللتم بو الفروج

 }رواه البخاري ومسلم{



“Syarat yang layak yang (harus) ditepati ialah diadakan mahar untuk 

menghalalkan farji (yakni dalam perkawinan).”(HR.Bukhari dan 

Muslim)
117

 

Pada masyarakat Kecamatan Ratu Agung, jumlah mahar  yang 

disebutkan  dalam akad  dan tunai tidak sesuai dengan  jumlah yang 

diterima oleh istri. Status pernikahan mereka tetap sah meskipun ada 

kerancuan antara lafaz  akad  dengan realitanya berdasarkan kaidah di 

bawah ini : 

 النِّكَاحُ لَايُ فْسِدُ بِفَسَادِ الصَدَاقِ 
“Akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar”

118
 

Terjadi  kerancuan pada lafaz akad disebutkan tunai sedangkan 

realitanya sebelum akad jumlahnya sudah berkurang karena 

ketidakpahaman calon pengantin, maka status pernikahannya tetap sah 

berdasarkan  kaidah di atas dan  mengakibatkan suami terhutang sebentuk 

cincin  emas karena istri  merasa terpaksa seperti yang diungkapkan oleh 

beberapa  informan. Alasan  mereka  memberikan dan  menerima mahar 

hanya karena ingin mengikuti gaya hidup kekinian itu tidak  dibolehkan, 

karena  mereka  melakukan  sesuatu  tanpa  landasan yang jelas.  

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan   bahwa 

pertama, mayoritas  informan  tidak rela dengan kepemilikan sebentuk 

mahar cincin  emas oleh  suami.  Adanya   unsur keterpaksaan dari istri 

                                                             
117

Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara Hadits Yang Disepakati Bukhari dan Muslim 

(Al-Lu‟lu Wal Marjan),(Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2005), h.459.  
118A.Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah Yang Praktis), Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2011), h.124.  
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menimbulkan  akibat suami terhutang sebentuk cincin emas. Sebagaimana 

Qs.An-Nisa:4 bahwa  jika istri menyerahkan sebagian mahar dengan  penuh 

kerelaan, maka suami  boleh menerimanya, sebaliknya apabila istri tidak 

rela, maka ia tidak boleh mengambil sebagian mahar tersebut.  

Kedua, mayoritas suami memakai sebentuk cincin emas  

sepanjang  pernikahan masih utuh.  Hal tersebut tidak sesuai dengan hukum 

Islam sebagaimana Hadis berikut ini : 

 وَ لَ عَ جَ ا فَ بً ىَ ذَ  ذَ خَ أَ وَ  وِ نِ يْ يَِ  فيْ  وُ لَ عَ جَ ا فَ رً ي ْ رِ حَ  مَ لَّ سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللهُ لَّ صَ  بُِ النَّ  ذَ خَ أَ 
تِِْ مَّ أُ  رٍ وْ كُ ى ذُ لَ عَ  امٌ رَ حَ  نِ يْ ذَ ىَ  نْ : إِ  الَ قَ  ثُمَّ  وِ الِ شَِ  فيْ   

“Nabi SAW mengambil sutra dan dipegangnya dengan tangan kanan dan 

mengambil emas lalu dipegangnya dengan tangan kiri, kemudian 

bersabda : dua macam perhiasan ini haram bagi kalangan laki-laki 

umatku.”(HR.Ahmad, Abu Daud, An-Nasa‟i, Ibnu Hibban dan Ibnu 

Majah)
119

 

Jadi, suami  yang memakai cincin emas hukumnya haram dalam 

Islam. Alasan  mereka melakukan pemasangan cincin hanya untuk ikut 

menciptakan gaya hidup baru juga tidak boleh karena pemasangan cincin itu 

berasal dari budaya orang Romawi. 

 

 

 

                                                             
119Yusuf Qardhawi,  Halal Haram Dalam Islam, Cet. Ke-3, (Solo: Era Intermedia, 2003), 

h.126.   



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan di atas penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa :  

1. Mayoritas yang menentukan  jumlah dan bentuk mahar perkawinan adalah 

pasangan.  Pihak yang terlibat  dalam menentukan jumlah mahar adalah 

pasangan dan didampingi orang tua dan pihak yang terlibat menentukan 

bentuk mahar menjadi 2 cincin emas adalah pasangan. Istri menerima  

mahar cincin emas yang beratnya sama dengan mahar cincin emas yang ada 

pada suami. Serta mayoritas istri tidak rela  atas kepemilikan sebentuk 

cincin emas untuk suami. Mereka beralasan  hanya untuk ikut menciptakan 

gaya hidup baru.  Jadi, Kepemilikan mahar cincin emas  yang diberikan 

kepada istri menjadi milik istri dan yang diberikan kepada suami menjadi 

milik suami dalam tradisi perkawinan masyarakat Kecamatan Ratu Agung.  

2. Kepemilikan   mahar  untuk  istri pada  Kecamatan Ratu  Agung sudah 

sesuai  dengan hukum Islam yang mayoritas mahar ditentukan oleh 

pasangan dan  diterima  setelah  ijab  kabul. Hanya ada beberapa pasangan 

yang orang tuanya  ikut  terlibat  dalam  proses  penentuan  mahar. 

Mengenai kepemilikan sebentuk mahar cincin emas oleh suami mayoritas 

istri  tidak rela maka hukumnya adalah haram suami menerimanya. Selain 
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itu, mayoritas suami memakai sebentuk cincin emas  sepanjang  pernikahan 

masih utuh.  Suami yang memakai cincin emas hukumnya  haram  dalam 

Islam.  Alasan  mereka melakukan  pemasangan cincin  hanya untuk ikut 

menciptakan gaya hidup baru juga tidak boleh karena pemasangan cincin itu 

berasal dari budaya orang Romawi. 

B. Saran 

 Kepada calon pengantin yang hendak menikah, sebaiknya sebelum 

akad nikah hendaklah bertanya kepada cendikiawan Islam tentang segala 

sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan supaya tidak terjadi ketidakpahaman 

dalam melakukan sesuatu terkhusus maharnya. Ada baiknya kita lebih berhati-

hati dan menyaring mana budaya yang baik dan yang tidak baik, sebaiknya lagi 

dihindari mengikuti budaya barat hanya karena ingin ikut-ikutan gaya hidup 

kekinian. Kita melakukan segala sesuatu harus dengan landasan yang jelas. 

Dan  bagi  pihak  administrasi KUA wajib  menyampaikan  kepada catin ketika 

mendaftar ke KUA tentang konsep mahar dalam Islam. Pihak KUA wajib 

mensosialisasikan kepada catin bahwa mahar adalah milik penuh istri dan catin 

harus mengikuti BP4 dari awal. 
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